[ SALINAN ]

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 87 TAHUN 2019
TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4)
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Klasifikasi

Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-
Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 827);



Menetapkan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5339);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur, Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor
10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950
tentang Pembentukan Provinsi Djawa Barat (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
S5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun
2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM KLASIFIKASI
KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.

Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam
berbagai bentuk dan media sesuai dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan,
perusahaan, organisasi politik, organisasi
kemasyarakatan, dan perseorangan dalam

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa,
dan bernegara.

Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara
langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan
selama jangka waktu tertentu.

Klasifikasi Keamanan  Arsip Dinamis adalah
pengkategorian /penggolongan Arsip Dinamis
berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang
ditimbulkan terhadap kepentingan dan keamanan
negara, publik, dan perorangan.

Klasifikasi Akses Arsip Dinamis adalah pengkategorian
pengaturan ketersediaan Arsip Dinamis sebagai hasil
dari kewenangan hukum dan otoritas legal Pencipta
Arsip untuk mempermudah pemanfaatan Arsip.
Pencipta Arsip adalah adalah pihak yang mempunyai
kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi,
tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan
Arsip Dinamis.

Publik adalah warga negara atau badan hukum yang
mengajukan permohonan untuk mengakses Arsip
Dinamis.

Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip
yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah
semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan

penciptaan Arsip di lingkungannya.



10.

11.

@

Jangka Waktu Layanan adalah ketentuan mengenai
batas waktu suatu Arsip dapat dilayankan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta.

Gubernur adalah  Gubernur Daerah Istimewa
Yogyakarta.

Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Daerah
Istimewa Yogyakarta sebagai unsur pembantu
Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2
Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu
sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam
memberikan layanan penggunaan ArsipDinamis.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini yaitu
terwujudnya layanan arsip secara cepat, tepat, dan

amarn.

Pasal 3
Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis
di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan
ketentuan sebagai berikut:
a.  Arsip yang tercipta di lingkungan Pemerintah

Daerah dapat diklasifikasikan menjadi informasi

sangat rahasia, rahasia, terbatas, dan
biasa/terbuka;
b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam teknis
pengamanannya, semakin tinggi tingkat
klasifikasi informasinya semakin tinggi pula
tingkat pengamanannya,;

¢ keempat tingkat klasifikasi sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, berbeda dalam

pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat



@

@)

klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam
pengaturan aksesnya;

d  setiap pegawai Perangkat Daerah hanya dapat
mengakses Arsip yang berada pada tanggung
jawab tugas dan kewenangannya; dan

e.  Publik dapat mengakses informasi Pemerintah
Daerah yang dikategorikan biasa/terbuka sesuai
dengan prosedur yang telah ditentukan.

Tabel Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB II
KLASIFIKASI KEAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 4
Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang tercipta di
Perangkat Daerah terdiri atas:
a. sangat rahasia;
b. rahasia;
c. terbatas; dan
d. biasa/terbuka.
Sangat rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang
memiliki informasi yang apabila diketahui oleh pihak
yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia, dan/atau keselamatan bangsa.
Rahasia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang apabila
diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat
mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan
negara, sumber daya nasional, dan/atau ketertiban
umum.
Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang memiliki



informasi yang apabila diketahui oleh pihak yang tidak
berhak dapat mengakibatkan terganggunya
pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.

Biasa/terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf d yaitu klasifikasi informasi dari Arsip yang
memiliki informasi yang apabila diketahui oleh Publik

tidak merugikan siapapun.

Pasal 5

Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 4 ditentukan berdasarkan:

a.

b.

ketentuan hukum;
analisis fungsi unit kerja dan uraian jabatan (job
description); dan

analisis risiko.

BAB III
KLASIFIKASI AKSES ARSIP DINAMIS

Pasal 6

Hak akses Arsip Dinamis menjadi kewenangan pejabat
di lingkungan Perangkat Daerah Pencipta Arsip.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. pejabat eselon II;
b. pejabat eselon IlI/administrator/jabatan yang

setara dengan eselon III; dan
c. pejabat eselon IV/pengawas/jabatan yang setara

dengan eselon IV.

Pasal 7
Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan
klasifikasi sangat rahasia dan rahasia menjadi
kewenangan pejabat eselon II.
Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan

klasifikasi terbatas menjadi kewenangan pejabat
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eselon III/administrator/jabatan yang setara dengan
eselon III.

Pemberian izin mengakses Arsip Dinamis dengan
klasifikasi biasa/terbuka menjadi kewenangan pejabat
eselon IV/pengawas/jabatan yang setara dengan

eselon IV.

Pasal 8
Pengguna Arsip Dinamis yang berhak mengakses Arsip
Dinamis terdiri atas:
a. pengguna internal; dan
b. pengguna eksternal.
Pengguna internal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri atas:
a. pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah
Pencipta Arsip; dan
b. pengawas internal.
Pengguna eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas:
a. pengawas eksternal;
b.  penegak hukum;
c¢.  publik; dan
d  pegawai Perangkat Daerah lain yang mempunyai
kepentingan terkait dengan pelaksanaan tugas

dan fungsi atas Arsip Dinamis yang tercipta.

Pasal 9

Pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah
Pencipta Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (2) huruf a berhak mengakses seluruh Arsip
Dinamis yang tercipta di bawah kewenangannya.

Pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
8 ayat (2) huruf b berhak mengakses seluruh Arsip
Dinamis pada Pencipta Arsip dalam rangka
melaksanakan fungsi pengawasan internal sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



@ Pengawas eksternal sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) huruf a berhak mengakses Arsip
Dinamis yang tercipta di Perangkat Daerah dalam
rangka melaksanakan fungsi pengawasan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

) Penegak hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (3) huruf b berhak mengakses Arsip Dinamis yang
tercipta di Perangkat Daerah, yang terkait dengan
perkara atau proses hukum yang sedang ditangani
dalam rangka melaksanakan fungsi penegakan
hukum.

© Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)
huruf ¢ berhak mengakses Arsip Dinamis dengan

klasifikasi biasa/terbuka.

BAB IV
UNIT PENGOLAH

Pasal 10
Unit pengolah sebagai unit kerja yang menciptakan arsip
bertanggung jawab terhadap layanan penggunaan,
penjagaan keselamatan dan keamanan fisik dan informasi
arsip yang dikategorikan sangat rahasia, rahasia, terbatas,

dan biasa/terbuka.

BAB V
JANGKA WAKTU LAYANAN

Pasal 11
() Jangka Waktu Layanan Arsip Dinamis mengacu pada
Jadwal Retensi Arsip.
@ Jadwal retensi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengacu pada Peraturan Gubernur yang mengatur

mengenai jadwal retensi arsip.
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BAB VI
PENGAMANAN ARSIP DINAMIS

Pasal 12
Berdasarkan Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis dan
Klasifikasi Akses Arsip Dinamis, Unit Pengolah
melakukan pengamanan Arsip Dinamis.
Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. penyimpanan; dan
b. penyampaian.
Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan dengan memperhatikan media
Arsip, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
huruf A yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Gubernur ini.
Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b dilakukan melalui pengiriman yang dilindungi,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II huruf B
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

R. KADARMANTA BASKARA AJI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 87

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd.

DEWO ISNU BROTO 1.S.
NIP. 19640714 199102 1 001




A. FASILITATIF

LAMPIRAN I

PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR

87 TAHUN 2019 TENTANG

SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

1. | 527 | Usulan Rencana/Program kerja Subbag Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian

2. | 800 | Data formasi pegawai Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian

Data bezeting Biasa/Terbuka | Eselon IlI/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian

Berkas usulan mutasi Terbatas Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian

Data pensiunan pegawai Biasa/Terbuka | Eselon IlI/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Data kenaikan gaji berkala Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
Usulan dan dokumen kenaikan pangkat Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
Usulan calon pejabat Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Sekretariat/
Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Bagian
Perangkat Daerah
Kontrak pegawai Non PNS Biasa/Terbuka | Eselon IlI/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
cuti tahunan, cuti besar, cuti sakit Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
Berkas SPT, PLh, PLT Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
3. | 800 | Berkas pengajuan TPP, Berkas pengajuan | Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
gaji ke-13 dan 14 Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
4. | 020 | SPK dan SPJ Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
Dokumen pembangunan kawasan gedung | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Sekretariat/
dan kantor Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Bagian
Perangkat Daerah
SPK dan SPJ Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
5. | 030 | Kartu Inventaris Ruangan (KIR) Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
Kartu Inventaris Barang (KIB) A - F Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Sekretariat/
Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Bagian
Perangkat Daerah
Laporan Barang Milik Daerah (BMD) | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Sekretariat/
semester I, II Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Bagian
Perangkat Daerah
Buku Inventaris Barang Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Sekretariat/
Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Bagian
Perangkat Daerah
Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Sekretariat/
(RKBMD) Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Bagian
Perangkat Daerah
Rencana Pemeliharaan Barang Milik | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Sekretariat/
Negara (RPBMD) Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Bagian
Perangkat Daerah
6. | 010 | Surat-surat, notulen dan laporan Biasa/Terbuka | Eselon IlI/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat/
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
7. | 040 | Buku-buku perpustakaan laporan, | Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak menganggu kinerja | Sekretariat/
jurnal-jurnal, juknis, dll Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian
8. | 040 |Arsip statis dan arsip dinamis dari| Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Sekretariat/
beberapa Subbag/Seksi yang berkaitan Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Bagian

dengan program/kegiatan kelautan dan
perikanan

Perangkat Daerah




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
9. | 527 | Berkas pelaksanaan kegiatan Monitoring | Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak menganggu kinerja | Sekretariat/
dan evaluasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bagian




B. SUBSTANTIF
SEKRETARIAT DAERAH
1.1 BIRO TATA PEMERINTAHAN

1.

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
120 | PEMERINTAHAN PROVINSI/DAERAH

Meliputi, Laporan Daerah, Monografi,
Koordinasi, Perangkat Daerah Tingkat
Pemerintah Provinsi/Daerah, Dinas
Otonom, Perangkat Daerah Vertikal

1. 121 | Kepala Daerah meliputi Pencalonan, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak terhadap | Bagian
Pemilihan, Pengangkatan, Penetapan, Jabatan yang setara kerahasiaan dokumen Pemerintahan
Pelantikan, Pemberhentian Umum

2. 122 | Wakil Kepala Daerah meliputi | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak terhadap | Bagian
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Jabatan yang setara kerahasiaan dokumen Pemerintahan
Penetapan, Pelantikan, Pemberhentian Umum

3. 125 | Pembentukan/Pemekaran meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Dapat dijadikan sebagai | Bagian
Pemberian/Perubahan Nama  kepada: Jabatan yang setara sumber informasi bagi | Pemerintahan
Daerah, Kota, Benda Geografis, Gunung, pemerintah dan | Umum
Sungai, Jalan, Pulau, rupa bumi. masyarakat

4. 126 | Pembagian  wilayah  meliputi Peta, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Dapat dijadikan sebagai | Bagian
Laporan, korespondensi Jabatan yang setara sumber informasi bagi | Pemerintahan

pemerintah dan | Umum
masyarakat

5. Berkas Sengketa Batas Wilayah meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Dapat dijadikan sebagai | Bagian
kesepakatan bersama, rapat koordinasi, Jabatan yang setara sumber informasi bagi | Pemerintahan
surat penegasan pemerintah dan | Umum




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
masyarakat
6. Administrasi dan Dokumentasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Dapat dijadikan sebagai | Bagian
Perbatasan Antar provinsi dan Antar Jabatan yang setara sumber informasi bagi | Pemerintahan
Kabupaten/Kota meliputi foto pemerintah dan | Umum
dokumentasi pelacakan Dbatas,laporan masyarakat
batas wilayah
7. Perubahan Batas Wilayah meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Dapat dijadikan sebagai | Bagian
kesepakatan bersama, rapat koordinasi, Jabatan yang setara sumber informasi bagi | Pemerintahan
korespondensi pemerintah dan | Umum
masyarakat
8. Kerjasama Antar provinsi dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Dapat dijadikan sebagai | Bagian
Kabupaten/ Kota meliputi Naskah Jabatan yang setara sumber informasi bagi | Pemerintahan
perjanjian  kerjasama, surat kuasa pemerintah dan | Umum
penandatangan kerjasama,laporan masyarakat
evaluasi kerjasama
9. Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
Provinsi, Kabupaten/Kota Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pemerintahan
pelakasanan tugas dan | Umum
fungsi OPD
130 | PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
10. | 131 | Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak terhadap | Bagian
Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Jabatan yang setara kerahasiaan dokumen Pemerintahan
Pemberhentian Umum
11. | 132 | Wakil Bupati/Wakil Walikota. Meliputi | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah yang | Pemerintahan
Pelantikan, Pemberhentian dapat mengganggu | Umum
pelakasanan tugas dan

fungsi OPD




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
12. | 135 | Pembentukan Daerah/pemekaran | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Menjadi sumber informasi | Bagian
meliputi Pembentukan Daerah Otonom, Jabatan yang setara untuk pemerintah dan | Pemerintahan
Administrasi, Pemindahan Ibu masyarakat Umum
KotaMeliputi Pemberian /Perubahan
Nama kepada: Daerah, Kota, Benda
Geografis, Gunung, Sungai, Jalan, Pulau,
Selat, rupa bumi,. Kabupaten /Kota
13. | 136 | Pembagian Wilayah meliputi Peta, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Menjadi sumber informasi | Bagian
Laporan , korespondensi Jabatan yang setara untuk pemerintah dan | Pemerintahan
masyarakat Umum
160 | DPRD PROVINSI/DAERAH
14. | 167 | Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
Provinsi, Kabupaten/Kota Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pemerintahan
pelakasanan tugas dan | Umum
fungsi OPD
170 | DPRD KABUPATEN / KOTA
15. | 177 | Penggantian Antar Waktu(PAW) | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
Kabuapten Kota Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pemerintahan
pelaksanaan tugas dan | Umum
fungsi OPD
120 | PEMERINTAHAN PROVINSI/DAERAH
16. Meliputi, Laporan Daerah, Monografi,
Koordinasi, Perangkat Daerah Tingkat
Pemerintah Provinsi/Daerah, Dinas
Otonom, Perangkat Daerah Vertikal
17. | 127 | Berita acara penyerahan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang |Bagian Otonomi
urusan/kewenangan Jabatan yang setara dapat mengganggu | Daerah dan
pelakasanan tugas dan | Kerjasama Dalam

fungsi OPD

Negeri




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

18. | 129 | Mitra Praja Utama (MPU) meliputi hasil | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Otonomi
kesepakatan bersama antara Gubernur Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daerah dan
dan MPU, Berkas Rakernis) Kerjasama Dalam

Negeri
19. APPSI meliputi data anggota APPSI, hasil | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Otonomi
rakernas, korespondensi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daerah dan
Kerjasama Dalam

Negeri
20. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Otonomi
Daerah Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daerah dan
Kerjasama Dalam

Negeri

130 | PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA

21. | 137 | Berita acara Penyerahan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Otonomi
Urusan/Kewenangan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daerah dan
Kerjasama Dalam

Negeri
22. Berkas P3D Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Otonomi
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daerah dan
Kerjasama Dalam

Negeri
23. | 129 | Mitra Praja Utama (MPU) meliputi hasil | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Otonomi
kesepakatan bersama antara Gubernur Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daerah dan
dan MPU, Berkas Rakernis) Kerjasama Dalam

Negeri
24. APPSI meliputi data anggota APPSI, hasil | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Otonomi
rakernas, korespondensi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daerah dan

Kerjasama Dalam
Negeri




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
25. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Otonomi
Daerah Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daerah dan
Kerjasama Dalam
Negeri
130 | PEMERINTAHAN KABUPATEN / KOTA
26. | 137 | Berita acara Penyerahan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Memiliki dampak yang|Bagian Otonomi
Urusan/Kewenangan Jabatan yang setara dapat mengganggu | Daerah dan
pelakasanan tugas dan | Kerjasama Dalam
fungsi OPD Negeri
27. Berkas P3D Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Bagian  Otonomi
Jabatan yang setara Daerah dan
Kerjasama Dalam
Negeri
140 | PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
28. Laporan hasil pemantauan pengelolaan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
keuangan desa Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemerintahan
Desa/Kelurahan
dan Kecamatan
29. Data kepala Desa dan camat Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemerintahan
Desa/Kelurahan
dan Kecamatan
30. Laporan Hasil Pemantauan Kinerja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
Kecamatan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemerintahan
Desa/Kelurahan
dan Kecamatan
470 | KEPENDUDUKAN
31. | 473 | Data penduduk yang tidak | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
berkewarganegaraan (state less) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi

Kependudukan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
dan Catatan Sipil
32. | 474 | Pendaftaran penduduk meliputi Berkas | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
fotocopy Biodata, Nomor Induk Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Kependudukan
Kartu Keluarga, Advokasi Identitas dan Catatan Sipil
Penduduk, Pengungsi dan Penduduk
Rentan Akibat Bencana Alam/Kerusuhan
Sosial/Daerah Terbelakang
33. | 475 | Perpindahan penduduk meliputi berkas, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
data penduduk yang melakukan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
Imigrasi/Emigrasi, Transmigrasi, Kependudukan
Urbanisasi dan Catatan Sipil
34. | 477 | Pencatatan Sipil meliputi Berkas data | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
Perceraian, Adopsi (Pengangkatan, Kependudukan
Pengakuan, dan Pengesahan Anak), dan Catatan Sipil
Perubahan dan Pembatalan Akta dan
Advokasi, Pencatatan Kewarganegaraan
dan laporankependudukan
35. | 478 | Informasi kependudukan meliputi Data | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
Kependudukan, Pelayanan Informasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
Kependudukan. Kependudukan
dan Catatan Sipil
36. | 479 | Perkembangan Penduduk meliputi Berkas | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bina
sosialisasi, Bimtek , Raker ( Notulen, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
laporan hasil kegiatan). Kependudukan

dan Catatan Sipil




1.2. BIRO HUKUM

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
180 | HUKUM
Perumusan Kebijakan Pembentukan dan
Penemuan Hukum Pemda DIY
1. Meliputi penyebarluasan produk hukum, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
digitalisasi produk hukum, konstitusi, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Dokumentasi
dasar hukum, UUD, penegakan hukum,
HAM, amnesti, abolisi, grasi, dan
perlindungan anak/perempuan
2. Risalah /dokumen/berkas rapat | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
koordinasi pembentukan  hukum, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Dokumentasi
pelaksanaan program prioritas
pembangunan DIY diantaranya:
Keputusan  Gubernur, perpustakaan,
penelitian, informasi dan dokumentasi.
3. Bahan koordinasi dan konsultasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Dokumentasi
4. Pengembangan data dan informasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Dokumentasi
5. Penyusunan laporan kinerja SKPD Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Dokumentasi
0. Penyebarluasan produk hukum, meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
jumlah buku lembaran daerah dan berita Jabatan yang setara Perangkat Daerah Dokumentasi
daerah, jumlah buku informasi peraturan
perundang-undangan, laporan legal expo
bidang hukum, dan sosialisasi produk
hukum
7. Digitalisasi produk hukum Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Dokumentasi




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

8. Produk hukum yang diunggah dalam | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
website Jaringan Dokumentasi dan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Dokumentasi
Informasi Hukum

9. Pengawasan Rancangan produk hukum | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
dan produk hukum Kabupaten/Kota Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan dan
tindak lanjut kewenangan keistimewaan Pengawasan

Produk Hukum
Kabupaten /Kota

10. Konsultasi, fasilitasi, dan pengkajian | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
terhadap rancangan produk hukum Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan dan
Kabupaten/Kota terkait tindak lanjut Pengawasan
pelaksanaan kewenangan daerah Produk Hukum
istimewa. Kabupaten /Kota
Legislasi rancangan produk hukum
daerah

11. Berkas Rakor dan sinkronisasi rumusan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
kebijakan pembentukan hukum meliputi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perundang-
surat undangan, surat dinas, notulen, undangan
paparan, laporan, SPT, SPPD

12. Perumusan Kebijakan di bidang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
hukum,meliputi FGD, Kajian, SPT, SPPD, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perundang-
rekomendasi, dokumen, laporan. undangan

Perundang-Undangan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

13. Peraturan perundang-undangan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
(Keputusan Gubernur, Sekda, Kepala Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perundang-
Instansi, Perda, Pergub) undangan

14. BUKP  meliputi Laporan RANHAM, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bantuan
keputusan Gubernur tentang Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hukum
pemanfaatan tanah desa, keputusan
gubernur tentang pemberhentian dan
pengangkatan PAW

15. Pendampingan penyelesaian sengketa | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bantuan

hukum meliputi putusan hukum litigasi,
buku panduan pendampingan hukum
bagi penyandang disabilitas, rekomendasi
penanganan pengaduan tatakelola usaha
beretika dan perbaikan pelayanan publik.

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Hukum




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
16. Evaluasi rancangan produk hukum | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
Kabupaten/Kota meliputi rancangan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan dan
keputusan gubernur hasil evaluasi, PengawasanProdu
rekomendasi fasilitasi, nomor register. k Hukum
Kabupaten /Kota
17. konsultasi rancangan produk hukum dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
produk hukum Kabupaten/Kota Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan dan
PengawasanProdu
k Hukum
Kabupaten/Kota
18. Rekomendasi hasil konsultasi rancangan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja Bagian
produk hukum Kabupaten/Kota Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan dan
PengawasanProdu
k Hukum
Kabupaten/Kota
19. 180 | Audiensi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bantuan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hukum
20. 180 | Hukum dan HAM Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bantuan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hukum
21. 182 | Pidana Rahasia Eselon II Bersifat Rahasia Bagian Bantuan
Hukum
22. 183 | Peradilan, bantuan hukum Rahasia Eselon II Bersifat Rahasia Bagian Bantuan
Hukum
23. 143 | Tanah kas desa Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bantuan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hukum
24. | 593 | Sewa tanah Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Bantuan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Hukum




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

25. Hak pakai Rahasia Eselon II Bersifat Rahasia Bagian Bantuan
Hukum

26. Ganti rugi tanah Rahasia Eselon II Bersifat Rahasia Bagian Bantuan
Hukum

27. Pembebasan Tanah Rahasia Eselon 1II Bersifat Rahasia Bagian Bantuan
Hukum

28. 181 | Notaris Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagan Bantuan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Hukum




1.3. BIRO ORGANISASI

No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

1.

100

Perencanaan dan Pengendalian Urusan
Kelembagaan. Pekerjaan Pelaksanaan
Forum Desentralisasi Daerah Asimetris
Indonesia meliputi :

- Undangan

- SK. Panitia

- SK. Nara Sumber

- Permohonan Ijin Tempat

- Dokumentasi Kegiatan

- Dokumen Pengadaan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Kelembagaan dan
Tata Laksana

900

Pengadaan sarana dan Prasarana Lembaga

Pelaksana Urusan Keistimewaan meliputi :

- Dokumen Rencana Kebutuhan Sarana
danPrasarana Urusan Kelembagaan.

- Dokumen Monev Sarana dan prasarana
Urusan Kelembagaan

- Undangan

- SK. Tim

- Dokumen Pengadaan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Kelembagaan dan
Tata Laksana

100

Perumusan Kebijakan Kelembagaan
Perangkat Daerah meliputi :

- Rapergub Evaluasi Tugas dan Fungsi
- Rapergub Pola Hubungan Kerja

- Laporan.

- Ekpos Kelembagaan

- Undangan

- SK. Tim Pokja

- SK Narasumber

- SK. Moderator

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Kelembagaan dan
Tata Laksana




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

100

Pembinaan Kelembagaan Pemerintah

Kabupaten / Kota melipurin :

- Raperda Perubahan Kelembagaan
Pemerintah Daerah.

- Raker Kelembagaan Pemda DIY dan
Pemda Kabupaten Kota

Dokumen yang dihasilkan :

- Laporan.

- Ekpose Monev Kelembagaan

- Dokumen UKPBJ

- Undangan

- SK. Tim Pokja

- Sk. Narasumber

- SK. Moderator

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Kelembagaan dan
Tata Laksana

Perumusan Kebijakan Analisis Jabatan

dan Pengembangan Kinerja Jabatan
meliputi :

- Dokumen Anjab

- Dokumen Analis Beban Kerja

- Dokumen Evalusai Beban Kerja

- Dokumen Standar Kompetensi Jabatan

- Dokumen Kualifikasi Jabatan
Pelaksanan

- Laporan.

- Ekpose Monev Kelembagaan

- Undangan

- SK. Tim Pokja

- Sk. Narasumber

- SK. Moderator

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Kelembagaan dan
Tata Laksana




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
6. | 060 |Penarikan Stempel meliputi Undangan, | Terbatas Eselon IV/Pengawas/ Adanya Peraturan Daerah | Bagian
Surat Dinas, Notulen, Penggandaan Jabatan yang setara Istimewa Nomor 1 Tahun | Standarisasi dan
Stempel, Laporan. 2018 tentang | Pelayanan Publik
Kelembagaan
7. Tata Naskah Dinas. meliputi : Undangan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Notulen, Surat Dinas, Permohonan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Standarisasi dan
Mengajar. Pelayanan Publik
8. | 067 | Analisis Standar Belanja, meliputi : Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Bagian
Undangan, notulen, Surat Dinas, Usulan- Jabatan yang setara Tidak mengganggu kinerja | Standarisasi dan
usulan ASB dari SKPD, konsultasi dari Perangkat Daerah Pelayanan Publik
SKPD
9. SHBJ, meliputi : Undangan, notulen, Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Bagian
Surat Dinas, Usulan-usulan SHBJ dari Jabatan yang setara Tidak menecan Kineria Standarisasi dan
SKPD, konsultasi dari SKPD ggansgu J Pelayanan Publik
Perangkat Daerah
10. Monev SOP Internal SKPD, meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ . o Bagian
. Tidak mengganggu kinerja L
undangan, notulen, Surat Dina, Jabatan yang setara Peranckat Daerah Standarisasi dan
Permohonan Mengajar, konsultasi skpd g Pelayanan Publik
11. Kendaraan Dinas, meliputi : Undangan, Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ . o Bagian
. Tidak mengganggu kinerja L
notulen, Surat Dinas Jabatan yang setara Standarisasi dan
Perangkat Daerah .
Pelayanan Publik
12. | 065 | Standar Pelayanan Publik, rapat-rapat | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
koordinasi, SK Tim/SK POKJA, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Standarisasi dan
Penyampaian Hasil Evaluasi Pelayanan Publik

Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun
2018 dari Kementrian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI.




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

13. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
meliputi : Undangan, Nota Dinas, Draft Jabatan yang setara Perangkat Daerah Standarisasi dan
Rapergub Pedoman Survey Kepuasan Pelayanan Publik
Masyarakat, Cheq List sebagai alat
pengumpulan data. Laporan setiap tahun

14. Inovasi Pelayanan Publik, meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
undangan, rapat koordinasi, notulen, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Standarisasi dan
Nota Dinas, Konsultasi ke Menpan RB, Pelayanan Publik
Study Komparasi Inovasi Pelayanan
Publik di Provinsi Jawa Timur, Monitoring
dan Evaluasi dalam Kompetisi Inovasi
Pelayanan Publik tahun 2019, Proposal,

Pembinaan /Pendampingan.

15. Abdibaktitani, meliputi : Rapat | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Koordinasi, Usulan Penghargaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Standarisasi dan
Abdibaktitni Tahun 2019 ke Menteri Pelayanan Publik
Pertanian, Kunjungan Verifikasi
Lapangan UKPP dari Kementerian
Pertanian

061 | BUDAYA PEMERINTAHAN

16. Berkas Pin Satriya yang didistribusikan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Reformasi
dan dipakai sebagai kelengkapan atribut Jabatan yang setara Perangkat Daerah Birokrasi
pakaian dinas ASN meliputi : SK Tim,

Surat Permohonan Pin
17. Berkas Pelatihan/ Pendampingan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Reformasi

Penyusunan Action Plan bagi Agen
Perubahan Kabupaten/Kota meliputi
SK Tim, Surat undangan, Surat dinas,
Notulen, SK Narasumber , Paparan,
Laporan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Birokrasi




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

18. Berkas  Pemenang Lomba  Budaya | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Reformasi
Pemerintahan SATRIYA meliputi : Surat Jabatan yang setara Perangkat Daerah Birokrasi
Undangan, Surat Dinas, Notulen,
Paparan, Laporan

19. Berkas Pemenang Lomba "Mars DIY" | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ . .. | Bagian Reformasi
meliputi : Surat Undangan, Surat Dinas, Jabatan yang setara Tidak mengganggu kinerja Birokrasi

Perangkat Daerah

Notulen, Paparan, Laporan

20. Rencana Aksi Tahunan Budaya | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Reformasi
Pemerintahan, meliputi : SK Instruktur Jabatan yang setara Perangkat Daerah Birokrasi
Kabupaten/Kota , Berkas Rencana Aksi
dari Kabupaten/Kota , Laporan

21. Laporan Monitoring  dan Evaluasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Reformasi
Implementasi Budaya  Pemerintahan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Birokrasi
meliputi :Surat Undangan, Surat Dinas,
SK  Narasumber, paparan, notulen,
laporan

22. Pengembangan Aplikasi SATRIYA, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Reformasi
meliputi Surat Penggadaan, SK Tim, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Birokrasi
Laporan

23. | 061 | Berkas Dokumen LKJiP, PK, BA serah Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian Reformasi
terima, meliputi : Surat Undangan, Nota Jabatan yang setara mengganggu pelaksanaan | Birokrasi
Dinas, SPT, SPPD, SK Pengadaan, SK tugas dan fungsi OPD
Narasumber, SK Penceramah, SK
Instruktur, Notulen, BA Serah Terima,
Paparan, Laporan

24. | 700 |Rakor , Monitoring dan Evaluasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Reformasi
Implementasi Reformasi Birokrasi, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Birokrasi

meliputi, surat dinas, undangan, SK Tim,
SPT




1.4. BIRO UMUM HUMAS DAN PROTOKOL

No | Kode Jenis Arsip Elasﬂ’ikaa Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
eamanan
000 | UMUM
1. 001 | Lambang, meliputi Garuda, Pemerintah | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Daerah, Kraton, dan Puro Pakualaman Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
2. 006 | Tanda Jabatan, meliputi : Pamong Praja, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
jabatan lainnya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
3. 007 | Penghargaan (jika terkait dengan tugas | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
pokok Perangkat Daerah mengikuti Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
kegiatannya), seperti: tropy, plakat,
vandel, sovenir, dan yang sejenis
020 | PERALATAN
4. 021 | Alat tulis kantor Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
5. 025 | Pakaian Dinas Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
6. 028 | Inventaris Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
040 | DOKUMENTASI/PERPUSTAKAAN/KEARS
IPAN/ SANDI
7. 041 | Perpustakaan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
8. 043 | Kearsipan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Administrasi
090 | PERJALANAN  DINAS/ KUNJUNGAN
KERJA/ STUDI BANDING
9. 091 | Presiden/Wakil Presiden Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
Jabatan yang setara dapat mengganggu | Administrasi

pelaksanaan fungsi dan

tugas




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
10. | 092 | Menteri, pejabat setingkat menteri, dan Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
pejabat negara Jabatan yang setara dapat mengganggu | Administrasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas
11. | 093 | Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
Jabatan yang setara dapat mengganggu | Administrasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas
12. | 094 | Pejabat Politik (DPR/DPRD) Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
Jabatan yang setara dapat mengganggu | Administrasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas
13. | 095 | Tamu Asing Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
Jabatan yang setara dapat mengganggu | Administrasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas
14. | 096 | Pegawai (termasuk perjananan keluar | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
negeri) Jabatan yang setara dapat mengganggu | Administrasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas
15. | 097 | Non Pegawai Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bagian
Jabatan yang setara dapat mengganggu | Administrasi
pelaksanaan fungsi dan
tugas
000 | UMUM
16. | 002 | Bendera Kebangsaan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Protokol
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
17. | 003 | Hari Raya/Besar
18. Meliputi Hari Nasional, Hari Jadi, Hari Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Protokol

Raya Keagamaan, Hari Kedinasan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
010 | URUSAN DALAM
19. | 019 | ProtokolMeliputi Tata Upacara, Tata | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Protokol
Acara/Tempat, Audiensi, sambutan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Alamat-alamat Kantor dan Pejabat,
080 | KONFERENSI/RAPAT
KOORDINASI/FORUM KOMUNIKASI
20. | 081 | Gubernur Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Protokol
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
21. | 082 | Bupati/Walikota Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Protokol
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
22. | 083 | Tingkat Regional Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Protokol
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
23. | 084 | Tingkat Nasional Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Protokol
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
24. | 085 | Tingkat Internasional Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Protokol
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
000 | UMUM
25. | 004 | Ucapan terima kasih/selamat Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Teknis
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
26. | 005 | Undangan (jika terkait dengan tugas | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Teknis
pokok instansi, maka undangan Jabatan yang setara Perangkat Daerah
mengikuti kode klasifikasi kegiatannya)
020 | PERALATAN
27. | 027 | Pengadaan Barang dan Jasa (termasuk | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Teknis
hal-hal yang berkaitan dengan Layanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Pengadaan)
010 | URUSAN DALAM
28. | 011 | Gedung kantor (pinjam dan sewa) Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
29. | 012 | Rumah Dinas Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
30. | 013 | Mess/Guest House Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
31. | 014 | Pemasangan Gambar Presiden/Wakil | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Presiden Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
32. | 015 | Penerangan listrik Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
33. | 016 | Telepon/Faximile/e-mail Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
34. | 017 | Keamanan/ketertiban kantor Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
35. | 018 | Kebersihan Kantor Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
020 | PERALATAN
36. | 022 | Peralatan gedung Kantor Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
37. | 023 | Perlengkapan gedung kantor meliputi : | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Meliputi Mebelair, Filing Cabinet, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
Brandkas, White Board, Radio, TV, Tape,
AC, Lemari Es, Kipas Angin, Wire Less/
Sound System/ Speaker/ Kamera, dll
38. | 024 | Alat Angkutan/Kendaraan Dinas Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
39. | 026 | Senjata Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rumah
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangga
040 | DOKUMENTASI/PERPUSTAKAAN/KEARS
IPAN/ SANDI
40. | 042 | Dokumentasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Humas

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah




1.5. BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

055

PERENCANAAN/ PEMBANGUNAN

Rekomendasi Percepatan Pembangunan
Daerah meliputi : Berkas rapat koordinasi
Percepatan Pelaksanaan Program Prioritas
Pembangunan DIY (TPS DIY) Meliputi : SK
Tim, surat wundangan, surat dinas,
notulen, SK Narasumber Rakoor,
Paparan, Laporan

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Masih rencana strategis

Bagian Rekayasa
Perekonomian

500

PEREKONOMIAN

Rekomendasi Kebijakan Pengembangan
Ekonomi Daerah

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

Berkas rapat koordinasi dan sinkronisasi
pokja Pengembangan Ekonomi Daerah
(TPED), Tim Percepatan Akses Keuangan
Daerah (TPAKD) meliputi : SK Tim, surat
undangan, surat dinas, notulen, SK
Narasumber Rakoor, Paparan, Laporan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

503

PERIZINAN

Berkas Rakor dan sinkronisasi Kebijakan
investasi dan perizinan berusaha meliputi
surat undangan, surat dinas, notulen, SK
Narasumber Rakor, Paparan, Laporan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha
meliputi : SPT, SPPD, laporan perjalanan
dinas

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

556

PARIWISATA

Kebijakan akselerasi pembangunan dan
pengembangan kepariwisataan




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

Pokja Tim Akselerasi Pembangunan dan
Pengembangan Kepariwisataan Berkas
Rakoor Akselerasi Pembangunan dan
Pengembangan Kepariwisataan, Ekspose
Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Pariwisata, Sinkronisasi Koordinasi dan
Pemantauan Akselerasi Pembangunan
dan Pengembangan Kepariwisataan, surat
keluar dan masuk terkait

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

Pokja Tim Akselerasi Pembangunan dan
Pengembangan Kepariwisataan Meliputi :
SK Tim, surat undangan, surat dinas,
notulen, SK Narasumber Rakoor,
Paparan, Laporan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

Rakoor Akselerasi Pembangunan dan
Pengembangan Kepariwisataan meliputi :
surat undangan, surat dinas, notulen, SK
Narasumber, Paparan, Laporan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

10.

Ekspose Hasil Pemantauan dan Evaluasi
Pariwisata meliputi surat undangan,
surat dinas, notulen, SK Narasumber,
Paparan, Laporan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

11.

Sinkronisasi Koordinasi dan Pemantauan
Akselerasi Pembangunan dan
Pengembangan Kepariwisataan meliputi :
SPT, SPPD, laporan perjalanan dinas

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Rekayasa
Perekonomian

560

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

12.

Kebijakan Pembangunan Wilayah
Tertinggal




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

Kajian analisis kebijakan tenaga kerja di
wilayah tertinggal DIY, Sinkronisasi
Koordinasi Tenaga Kerja, surat keluar dan
masuk terkait
Kajian analisis kebijakan tenaga kerja di | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rekayasa
wilayah tertinggal DIY meliputi : SK Tim Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian
Kajian, surat undangan, surat dinas,
notulen, SK Narasumber Rakoor,
Paparan, Laporan
Sinkronisasi Koordinasi Tenaga Kerja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rekayasa
meliputi : SPT, SPPD, laporan perjalanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian
dinas

13. | 900 | Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rekayasa
(TPAKD) meliputi SK Tim, surat Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian
undangan, surat dinas, notulen, SK
Narasumber, Paparan, Laporan

14. Sinkronisasi dan Koordinasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rekayasa
Pengembangan Ekonomi Daerah meliputi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian
: SPT, SPPD, laporan perjalanan dinas

15. Sinkronisasi dan Koordinasi Perceptan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Rekayasa
Akses Keuangan DaerahMeliputi : SPT, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian
SPPD, laporan perjalanan dinas

500 | PEREKONOMIAN

16. Kebijakan Percepatan Pemerataan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Pembangunan  Ekonomi  Wilayah Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Undangan, Notulen, Surat Permohonan Stabilitas
Narasumber Rakor, Laporan Rekomendasi Perekonomian
Akhir Daerah




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
17. | 507 | Berkas rapat Koordinasi Kegiatan : Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
a. Pembiayaan non perbankan (Kredit Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
UltraMikro) Stabilitas
b. Pengelolaan Dana Bergulir Perekonomian
c. Program Kemitraan Bina Lingkungan / Daerah
CSR
510 | PERDAGANGAN
18. Bahan kebijakan bidang perdagangan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
koperasi dan UKM Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Stabilitas
Perekonomian
Daerah
19. Berkas koordinasi dan monev bidang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
perdagangan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Stabilitas
Perekonomian
Daerah
20. Pengendalian inflasi daerah meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
koordinasi Pemantauan ketersediaan dan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
harga Sembilan Bahan Pokok Stabilitas
Perekonomian
Daerah
21. Bahan kebijakan pengendalian inflasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
daerah Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Stabilitas
Perekonomian
Daerah
22. Laporan perkembangan inflasi daerah Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan

Stabilitas




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

Perekonomian
Daerah

530

PERINDUSTRIAN

23.

Bahan kebijakan bidang perindustrian

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Pengelolaan
Stabilitas
Perekonomian
Daerah

24.

Berkas koordinasi
perindustrian

dan monev bidang

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Pengelolaan
Stabilitas
Perekonomian
Daerah

580

PEMBIAYAAN

Kredit

25.

Koordinasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) :

- Undangan, Notulen

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Pengelolaan
Stabilitas
Perekonomian
Daerah

- Data, Laporan Semesteran

Rahasia/
Tertutup

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Data Moneter

Bagian
Pengelolaan
Stabilitas
Perekonomian
Daerah

520

PERTANIAN

26.

Bahan kebijakan bidang pertanian

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Pengelolaan

Sumber Daya




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Perekonomian
27. Berkas koordinasi dan monev bidang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
pertanian Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Sumber Daya
Perekonomian
28. Kajian Renaksi Ekonomi Hijau meliputi : | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
KAK, SK Tim Kajian, Laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Pendahuluan, Laporan Antara, FGD Sumber Daya
Green Ekonomi, Laporan Akhir Ekonomi Perekonomian
Hijau
29. Ekspose @ Monev  kegiatan  strategis | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
meliputi : surat undangan, surat dinas, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
SK  narasumber, paparan, notulen, Sumber Daya
laporan hasil monev kegiatan strategis Perekonomian
528 | KELAUTAN/PESISIR
30. bahan kebijakan bidang pertanian Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Sumber Daya
Perekonomian
31. Berkas koordinasi dan monev bidang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
pertanian Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Sumber Daya
Perekonomian
32. Ekspose @ Monev  kegiatan  strategis | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
meliputi : surat undangan, surat dinas, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
SK narasumber, paparan, notulen, Sumber Daya
Perekonomian

laporan hasil monev kegiatan strategis




1.6. BIRO PENGEMBANGAN INSFRASTRUKTUR WILAYAH DAN PEMBINAAN PEMBANGUNAN

Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
1. 600 | Berkas perumusan kebijakan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerjal Bagian
pembangunan berkelanjutan meliputi Jabatan yang setara Perangkat Daerah karenal Pengelolaan
undangan, nara sumber, notulen, laporan berdasarkan Peraturan Kebijakan
kegiatan. Presiden Nomor 59 Tahun| Pembangunan
2009 tentang kebijakan| Berkelanjutan
pelaksanaan Pembangunan
Berkelanjutan bersifat
Aolistik dan Inklusif (SDGs)
2. | 600 |Berkas rakor pokja PP2As meliputi SK | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Melibatkan lintas | Bagian
TIM, Undangan, Daftar hadir, Notulen , Jabatan yang setara sektor/OPD lain Pengelolaan
SPJ, Daftar arsip inaktif, laporan kegiatan Kebijakan
Pembangunan
Berkelanjutan
3. | 600 |Berkas monev implementasi kebijakan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Melibatkan lintas | Bagian
pembangunan berkelanjutan meliputi SK Jabatan yang setara sektor/OPD lain Pengelolaan
TIM, Undangan, Daftar hadir, Notulen |, Kebijakan
SPJ, Daftar arsip inaktif, laporan kegiatan Pembangunan
Berkelanjutan
4. 600 | Berkas Perumusan kebijakan tentang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Pembiayaan Pembangunan Non Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Pemerintahan meliputi SK TIM, Kebijakan
Undangan, Permohonan Audiensi, Daftar Pembiayaan
hadir, Notulen , SPJ Pembangunan
Non Pemerintahan
S. | 600 | Berkas Monitoring dan Evaluasi kebijakan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
tentang Pembiayaan Pembangunan Non Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengelolaan
Pemerintahan meliputi laporan Monev, Kebijakan
Kajian, Fasilitasi KPBU ( Kerjasama Pembiayaan
Pemerintah dengan Badan Usaha) Pembangunan

Non Pemerintahan




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

600

Berkas Perumusan Kebijakan
Infrastruktur Daerah meliputi; Dokumen
Rumusan Kebijakan, Laporan kegiatan
Raker,Notulensi hasil rapat koordinasi,
Laporan hasil konsultasi ke pusat

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Memiliki dampak yang
dapatmengganggu

pelaksanaan tugas fungsi
OPD(Biro PIWP2
umumnya dan Bagian
PKID khususnya tidak
mempunyai tugas yang
terkait dengan pelayanan
publik. Tapi sesuai dengan
tupoksi nya, Dbertugas
menyiapkan bahan
kebijakan untuk
Sekretaris Daerah.

Bagian
Pengelolaan
Kebijakan
Infrastruktur
Daerah

Berkas kegiatan Monitoring dan Evaluasi
Implementasi Kegiatan Infratruktur
Daerah meliputi Laporan hasil monitoring
dan evaluasi, Laporan Dewan Riset
Daerah

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Memiliki dampak yang
dapatmengganggu

pelaksanaan tugas fungsi
OPD(Biro PIWP2
umumnya dan Bagian
PKID khususnya tidak
mempunyai tugas yang
terkait dengan pelayanan
publik. Tapi sesuai dengan
tupoksi nya, Dbertugas
menyiapkan bahan
kebijakan untuk
Sekretaris Daerah.

Bagian
Pengelolaan
Kebijakan
Infrastruktur
Daerah

027

Berkas pelaksanaan inventarisasi paket
pengadaan barang dan jasa meliputi
dokumen inventarisasi RUP, inventarisasi
pengadaan barang dan jasa

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian Layanan
Pengadaan barang
dan jasa




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

9. | 027 | Berkas pelaksanaan persiapan/ review | Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang|Bagian Layanan
dokumen pengadaan barang dan jasa mengganggu kinerja | Pengadaan barang
meliputi dokumen pelimpahan paket, Perangkat Daerah dan jasa
surat perintah tugas, undangan, daftar
hadir, notulen, berita acara serah terima
dokumen

10. | 027 | Berkas pelaksanaan proses pemilihan | Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang | Bagian Layanan
penyedia barang dan jasa meliputi mengganggu kinerja | Pengadaan barang
dokumen pemilihan, dokumen Perangkat Daerah dan jasa
penawaran, dan dokumen selesai lelang

11. | 027 |berkas pemantauan dan  evaluasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Layanan
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengadaan barang
meliputi laporan  pemantauan dan dan jasa
evaluasi

12. | 027 |Berkas penyusunan laporan bulanan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Layanan
laporan triwulan, laporan akhir tahun Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengadaan barang
meliputi dokumen laporan bulanan, dan jasa

laporan triwulan dan dokumen laporan
akhir




1.7. BIRO BINA MENTAL DAN SPIRITUAL

Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
450 | AGAMA

1. 451 |Islam
Kajian, penyelenggaraan festival | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja |Bagian Pengelolaan
keagamaan dan pengiriman kontingen ke Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebijakan Bina
Tingkat Nasional STQ/ MTQ, Pengiriman Mental dan Sarana
TPHD (Tim Pendamping Haji Daerah), Keagamaan
Penyelenggaraan Pembinaan Mental
Rohani  bagi PNS/TNI/POLRI dan
Peringatan Hari Besar Keagamaan, dan
Hibah meliputi: SK Tim, SK Pokja, surat
undangan, daftar hadir, daftar peserta,
notulen, daftar penerimaan  honor,
penerimaan penghargaan, proposal,
NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)
dan laporan kegiatan.

2. 452 | Protestan
Penyelenggaraan  festival = keagamaan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja |Bagian Pengelolaan
Pesparawi, Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebijakan Bina
Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Mental dan Sarana
Peringatan Hari Besar Keagamaan, dan Keagamaan

Hibah meliputi: surat undangan, daftar

hadir, daftar peserta, notulen, daftar
penerimaan honor, daftar penerimaan
penghargaan, proposal, NPHD, dan

laporan kegiatan.




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

3. 453 | Katholik
Penyelenggaraan  festival = keagamaan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja |Bagian Pengelolaan
Pesparani, Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebijakan Bina
Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Mental dan Sarana
Peringatan Hari Besar Keagamaan, dan Keagamaan
Hibah Meliputi: surat undangan, daftar
hadir, daftar peserta, notulen,daftar
penerimaan honor, penerimaan
penghargaan, proposal, NPHD, dan
laporan kegiatan

4. 454 | Hindu
Penyelenggaraan  festival = keagamaan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja |Bagian Pengelolaan
Utsawa Dharma Gita, Penyelenggaraan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebijakan Bina
Pembinaan Mental Rohani bagi Mental dan Sarana
PNS/TNI/POLRI dan Peringatan Hari Keagamaan
Besar Keagamaan, dan Hibah meliputi:
surat undangan, daftar hadir, daftar
peserta, notulen,daftar penerimaan honor,
penerimaan penghargaan, proposal,
NPHD, dan laporan kegiatan

5. 455 | Budha
Penyelenggaraan  festival = keagamaan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja |Bagian Pengelolaan
Tripitaka, Penyelenggaraan Pembinaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebijakan Bina
Mental Rohani bagi PNS/TNI/POLRI dan Mental dan Sarana
Peringatan Hari Besar Keagamaan, dan Keagamaan

hibah meliputi:
hadir, daftar peserta,

surat undangan, daftar
notulen, daftar




Kode Jenis Arsip Ilzisr;f;l;ﬁ Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

penerimaan honor, penerimaan
penghargaan, proposal, NPHD, dan
laporan kegiatan

456 | Urusan Haji

SK TIM, pembekalan, manasik, pamitan, | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja |Bagian Pengelolaan

penerimaan, dan evaluasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebijakan Bina
penyelenggaraan hajiMeliputi: surat Mental dan Sarana
undangan, daftar hadir, notulen, daftar Keagamaan

penerimaan honor, dan laporan kegiatan

420 | PENDIDIKAN

Kajian Kebijakan Pendidikan, Pemuda, | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
dan Olah Raga, Perpustakaan dan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
Kearsipan meliputi: SK Tim, SK Pokja, Manusia

surat undangan, daftar peserta, daftar
hadir, daftar penerimaan honor, dan
laporan kegiatan

Koordinasi dan Sinkronisasi meliputi: | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
surat undangan, daftar peserta, daftar Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
hadir, daftar penerimaan honor narsum Manusia

dan moderator, dan laporan kegiatan

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Kebijakan meliputi: surat undangan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
daftar peserta, daftar hadir, daftar Manusia

penerimaan honor narsum, dan laporan
kegiatan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
430 | KEBUDAYAAN

10. Kajian Kebijakan Kebudayaan meliputi: | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
SK Tim, SK Pokja, surat undangan, daftar Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
peserta, daftar hadir, daftar penerimaan Manusia
honor, dan laporan kegiatan

11. Koordinasi dan Sinkronisasi meliputi: | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
surat undangan, daftar peserta, daftar Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
hadir, daftar penerimaan honor narsum Manusia
dan moderator, dan laporan kegiatan

12. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
KebijakanMeliputi: surat undangan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
daftar peserta, daftar hadir, daftar Manusia
penerimaan honor narsum, dan laporan
kegiatan

449 | KESEHATAN

Pelayanan Kesehatan

13. Kajian Kebijakan Pelayanan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
KesehatanMeliputi: SK Tim, SK Pokja, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kesehatan
surat undangan, daftar peserta, daftar Masyarakat
hadir, daftar penerimaan honor, dan
laporan kegiatan

14. Koordinasi dan SinkronisasiMeliputi: | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan

surat undangan, daftar peserta, daftar
hadir, daftar penerimaan honor narsum
dan moderator, dan laporan kegiatan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Kesehatan
Masyarakat




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
15. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
KebijakanMeliputi: surat undangan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kesehatan
daftar peserta, daftar hadir, daftar Masyarakat
penerimaan honor narsum, dan laporan
kegiatan
Kebijakan Kesehatan Masyarakat
16. Kajian Kebijakan Kesehatan Masyarakat | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
meliputi: SK Tim, SK Pokja, surat Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kesehatan
undangan, daftar peserta, daftar hadir, Masyarakat
daftar penerimaan honor, dan laporan
kegiatan
17. Koordinasi dan Sinkronisasi meliputi: | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
surat undangan, daftar peserta, daftar Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kesehatan
hadir, daftar penerimaan honor narsum Masyarakat
dan moderator, dan laporan kegiatan
18. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Kebijakan meliputi: surat undangan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kesehatan
daftar peserta, daftar hadir, daftar Masyarakat

penerimaan honor narsum, dan laporan
kegiatan




1.8. BIRO BINA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
400 | KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. 411 | Pembinaan Gotong Royong  kelompok | Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Rekayasa
Masyarakat Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sosial
2. 401 | Need Assesment Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
Masyarakat
3. 402 | Korsin Pemberdayaan Masyarakat Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
Masyarakat
4. 460 | Korsin Sosial Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumberdaya
Masyarakat
S. Monev Kebijakan Sektor Sosial Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumberdaya
Masyarakat
0. Kajian Pelayanan PMKS Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumberdaya
Masyarakat
7. Ketahanan Keluarga Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumberdaya
Masyarakat
8. 463 | Korsin KBKS dan PPPA Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumberdaya

Masyarakat




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
9. RAD Perlindungan Anak Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumberdaya
Masyarakat
10. Monev KBKS dan PPPA Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Kebijakan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumberdaya
Masyarakat
410 | PEMBANGUNAN DESA
11. | 411 | PKK Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Penguatan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kelembagaan dan
Sistem
Pengembangan
Sumberdaya
Masyarakat
12. | 412 | BUMDES Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Penguatan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kelembagaan dan
Sistem
Pengembangan
Sumberdaya
Masyarakat
13. | 414 | Pengembangan Desa Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Penguatan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Kelembagaan dan
Sistem
Penggembangan
Sumberdaya
Masyarakat




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
320 | KEMILITERAN
14. | 324 | TMMD Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Penguatan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kelembagaan dan
Sistem
Pengembangan
Sumberdaya
Masyarakat
440 | KESEHATAN
15. | 441 | Pembinaan Kesehatan Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Penguatan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kelembagaan dan
Sistem
Pengembangan
Sumberdaya
Masyarakat
470 | KEPENDUDUKAN
16. | 476 | Keluarga Berencana Biasa/Terbuka Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Penguatan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Kelembagaan dan
Sistem
Pengembangan
Sumberdaya
Masyarakat




2.

PANIRADYA KAISTIMEWAN

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
1. 489, | Berkas Fasilitasi Penyelenggaraan | Tertutup Eselon II dan pelaksana Memiliki dampak yang | Bagian Pelayanan
050 | Kegiatan Parampara Praja meliputi yang berwenang dapat mengganggu | Umum
Dokumentasi FGD, dengar pendapat, kestabilan daerah
Temu Ahli, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan
2. 489, | Berkas Fasilitasi Penyusunan Laporan | Tertutup Eselon II dan pelaksana Memiliki dampak yang | Bagian Pelayanan
050 | Kegiatan Parampara Praja laporan yang berwenang dapat mengganggu | Umum
kegiatan Parampara Praja, Undangan, kestabilan daerah
Daftar hadir, Notulen, SPJ, laporan
kegiatan
3. 480, | Berkas Koordinasi Antar Lembaga | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Akan menghambat kinerja | Bagian Pelayanan
119 |dengan Kasultanan dan  Kadipaten Jabatan yang setara apabila diakses oleh | Umum
meliputi :Dokumentasi koordinasi antar publik
lembaga dengan Kasultanan dan
Kadipaten, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan
4. 480, | Berkas koordinasi antar lembaga | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Akan menghambat kinerja | Bagian Pelayanan
119 | perangkat daerah, Perangkat Daerah Jabatan yang setara apabila diakses oleh | Umum
vertikal, Pemerintah Kabupaten/Kota dan publik
masyarakat dalam rangka

penyelenggaraan urusan Kkeistimewaan

meliputi : Dokumentasi koordinasi antar
lembaga perangkat daerah, Perangkat
Daerah vertikal, Pemerintah
Kabupaten/Kota dan masyarakat dalam
rangka penyelenggaraan urusan

keistimewaan, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
S. 050, | Berkas penyusunan laporan kegiatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Pelayanan
900 | Paniradya Kaistimewan; laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Umum
Paniradya Kaistimewan, Undangan,
Daftar hadir, Notulen, SPJ, laporan
kegiatan
6. 030, | Berkas pengelolaan persediaan; | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Pelayanan
027 | Pengelolaan ATK, Barang cetak Jabatan yang setara Perangkat Daerah Umum
7. 030, | Berkas pengelolaan aset; KIB, KIR, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Pelayanan
027 | Rekonsiliasi/ berita acara rekonsiliasi, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Umum
mutasi barang, buku
8. 900, | Perencanaan : Perencanaan barang, RKA, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Akan menghambat kinerja | Bagian Pelayanan
910 | Laporan keuangan Jabatan yang setara apabila diakses oleh | Umum
publik
9. 800 | Berkas Kepegawaian : Usulan Pegawai, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Akan menghambat kinerja | Bagian Pelayanan
an | Penilaian Pegawai, Pemeriksaan Jabatan yang setara apabila diakses oleh | Umum
Kepegawaian, Eselon IV/Pengawas/ publik
Jabatan yang setaraan, Daftar Gaji,
Personal file, Cuti, Pendidikan Pegawai
10. | 043 | Kearsipan ; ljin akses arsip, Berita Acara | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Pelayanan
Pemindahan, Berkas Kegiatan Penilaian Jabatan yang setara Perangkat Daerah Umum
Pemusnahan dan Penyerahan Arsip,
SKKAD
11. | 900, | Keuangan : Dokumen Pembayaran SPP- | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Pelayanan
910, | SMP, Pembukuan anggaran, Laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Umum
918 | Arus Kas, Laporan Keuangan, Keputusan
tentang Bendahara,
12. | 090 | Perjalanan Dinas; Perjalanan Dinas | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bagian Pelayanan

Pimpinan dan staf, Kehumasan, Laporan
Perjalanan Dinas

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Umum




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
13. | 046 | Berkas komunikasi dan sandi ; gangguan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Akan menghambat kinerja | Bagian Pelayanan
alat telekomunikasi kantor, pemeriksaan Jabatan yang setara apabila diakses oleh | Umum
ruangan, publik
14. | 061, | Berkas penyiapan rencana dan program | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | UrusanTata Cara Pengisian Jabatan Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 | Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengisian Jabatan
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Gubernur dan
Ruang meliputi : Dokumen rencana dan Wakil Gubernur,
program UrusanTata Cara Pengisian Kelembagaan,
Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pertanahan dan
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Tata Ruang
Ruang, Undangan, Daftar hadir, Notulen,
SPJ, laporan kegiatan
15. | 061, | Berkas pengelolaan data di Bidang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 | Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengisian Jabatan
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Gubernur dan
Ruang meliputi : data di Bidang Urusan Wakil Gubernur,
Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Kelembagaan,
dan Wakil Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan
Pertanahan dan Tata Ruang;, Undangan, Tata Ruang
Daftar hadir, Notulen, SPJ, laporan
kegiatan
16. | 061, | Berkas penyiapan dan perumusan konsep | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | dokumen perencanaan di Bidang Urusan Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 | Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur Pengisian Jabatan

dan Wakil Gubernur, Kelembagaan,
Pertanahan dan Tata Ruang meliputi :
Dokumen perumusan konsep dokumen
perencanaan di Bidang Urusan Tata Cara

Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Kelembagaan,

Pertanahan dan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Tata Ruang
Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan
Tata Ruang;, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan
17. | 061, | Berkas penyiapan dan  pemberian | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | rekomendasi usulan program di Bidang Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 | Urusan Tata Cara Pengisian Jabatan Pengisian Jabatan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Wakil Gubernur,
Ruang meliputi : Dokumen rekomendasi Kelembagaan,
usulan program di Bidang Urusan Tata Pertanahan dan
Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Tata Ruang
Wakil Gubernur, Kelembagaan,
Pertanahan dan Tata Ruang;, Undangan,
Daftar hadir, Notulen, SPJ, laporan
kegiatan
18. | 061, | Berkas pencermatan proses penyusunan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | kebijakan umum, prioritas dan plafon Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 |anggaran UrusanTata Cara Pengisian Pengisian Jabatan
Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Wakil Gubernur,
Ruang Dokumen pencermatan proses Kelembagaan,
penyusunan kebijakan umum, prioritas Pertanahan dan
dan plafon anggaran UrusanTata Cara Tata Ruang
Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan
Tata Ruang, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan
19. | 061, | Berkas penyiapan bahan pengendalian | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | dan evaluasi pelaksanaan UrusanTata Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 | Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Pengisian Jabatan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Wakil Gubernur, Kelembagaan, Gubernur dan
Pertanahan dan Tata Ruang meliputi : Wakil Gubernur,
bahan  pengendalian dan  evaluasi Kelembagaan,
pelaksanaan UrusanTata Cara Pengisian Pertanahan dan
Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Tata Ruang
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata
Ruang, Undangan, Daftar hadir, Notulen,
SPJ, laporan kegiatan
20. | 061, | Berkas pengendalian dan evaluasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | perencanaan UrusanTata Cara Pengisian Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 |Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengisian Jabatan
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Gubernur dan
Ruang meliputi : Dokumen pengendalian Wakil Gubernur,
dan evaluasi perencanaan UrusanTata Kelembagaan,
Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Pertanahan dan
Wakil Gubernur, Kelembagaan, Tata Ruang
Pertanahan dan Tata Ruang, Undangan,
Daftar hadir, Notulen, SPJ, laporan
kegiatan
21. | 061, | Berkas pengendalian dan  evaluasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | pelaksanaan program UrusanTata Cara Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 | Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Pengisian Jabatan

Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan
Tata Ruang meliputi Dokumen
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program UrusanTata Cara Pengisian
Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata
Ruang, Undangan, Daftar hadir, Notulen,
SPJ, laporan kegiatan

Gubernur dan
Wakil Gubernur,
Kelembagaan,
Pertanahan
Tata Ruang

dan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
22. | 061, | Berkas Pemantauan, evaluasi, dan |Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
590, | penyusunan laporan program Bidang Jabatan yang setara Perangkat Daerah UrusanTata Cara
650 | UrusanTata Cara Pengisian Jabatan Pengisian Jabatan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Gubernur dan
Kelembagaan, Pertanahan dan Tata Wakil Gubernur,
Ruang meliputi : Dokumen Pemantauan, Kelembagaan,
evaluasi, dan penyusunan laporan Pertanahan dan
program  Bidang UrusanTata  Cara Tata Ruang
Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Kelembagaan, Pertanahan dan
Tata Ruang, Undangan, daftar hadir,
Notulen , SPJ, laporan kegiatan

23. | 430 | Berkas penyiapan rencana dan program | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang Urusan
urusan Kebudayaan meliputi : Dokumen Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebudayaan
rencana dan program urusan
Kebudayaan, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan

24. | 430 | Berkas penyiapan dan perumusan konsep | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang Urusan
dokumen perencanaan urusan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebudayaan
Kebudayaan meliputi Dokumen
perumusan konsep dokumen
perencanaan urusan Kebudayaan,
Undangan, Daftar hadir, Notulen, SPJ,
laporan kegiatan

25. | 430 | berkas penyiapan dan = pemberian | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang Urusan
rekomendasi usulan program urusan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebudayaan
Kebudayaan meliputi Dokumen
rekomendasi usulan program urusan
Kebudayaan, Undangan, Daftar hadir,

Notulen, SPJ, laporan kegiatan




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

26.

430

Berkas pengelolaan data  urusan
Kebudayaaan : data urusan Kebudayaan,
Undangan, Daftar hadir, Notulen, SPJ,
laporan kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak menganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Urusan
Kebudayaan

27.

430

Berkas pencermatan proses penyusunan
kebijakan umum, prioritas dan plafon
anggaran urusan Kebudayaan meliputi :
Data pencermatan proses penyusunan
kebijakan umum, prioritas dan plafon
anggaran urusan Kebudayaan,
Undangan, Daftar hadir, Notulen, SPJ,
laporan kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak menganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Urusan
Kebudayaan

28.

430

Berkas penyiapan bahan pengendalian
dan  evaluasi pelaksanaan  urusan
Kebudayaan meliputi : Dokumen bahan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
urusan Kebudayaan, Undangan, Daftar
hadir, Notulen, SPJ, laporan kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak menganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Urusan
Kebudayaan

29.

430

Berkas pengendalian dan  evaluasi
perencanaan urusan Kebudayaan
meliputi Dokumen pengendalian dan
evaluasi perencanaan urusan
Kebudayaan, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak menganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Urusan
Kebudayaan

30.

430

Berkas pengendalian dan  evaluasi
pelaksanaan program urusan
Kebudayaan meliputi Dokumen
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
program urusan Kebudayaan, Undangan,
Daftar hadir, Notulen, SPJ, laporan

kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak menganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Urusan
Kebudayaan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
31. | 430 |Berkas Pemantauan, evaluasi, dan |Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang Urusan
penyusunan laporan program Bidang Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kebudayaan
Urusan Kebudayaan meliputi : Dokumen
Pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan program Bidang Urusan
Kebudayaan, Undangan, daftar hadir,
Notulen , SPJ, laporan kegiatan
32. | 910 | Dokumen RKA, Undangan, Daftar hadir, Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
Notulen, SPJ, laporan kegiatan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
Urusan
Keistimewaan
33. 128 | Berkas Penyusunan Bahan Rumusan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
Kebijakan Teknis Bidang perencanaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
urusan keistimewaan meliputi : Dokumen Urusan
Bahan Rumusan Kebijakan Teknis, Keistimewaan
Undangan, Daftar hadir, Notulen, SPJ,
laporan kegiatan , Undangan, Daftar
hadir, Notulen, SPJ, laporan kegiatan
34. 128 | Berkas Fasilitasi Penyusunan Rumusan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
Kebijakan Teknis Bidang perencanaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
urusan keistimewaan meliputi Urusan
Dokumen Rumusan Kebijakan Teknis Keistimewaan
Bidang perencanaan urusan
keistimewaan, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan,
Undangan, Daftar hadir, Notulen, SPJ,
laporan kegiatan
35. 128 | Berkas penyusunan perencanaan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
program urusan keistimewaan meliputi : Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
Dokumen perencanaan program urusan Urusan
keistimewaan, Undangan, Daftar hadir, Keistimewaan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

Notulen, SPJ, laporan kegiatan

36. 128 | Dokumen program urusan keistimewaan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
Undangan, Daftar hadir, Notulen, SPJ, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
laporan kegiatan Urusan

Keistimewaan

37. 128 | Berkas pengumpulan dan penyusunan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
data perencanaan serta hasil pelaksanaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
program urusan keistimewaan meliputi : Urusan
Data perencanaan serta hasil Keistimewaan
pelaksanaan program urusan
keistimewaan, Undangan, Daftar hadir,
Notulen, SPJ, laporan kegiatan

38. 128 | Berkas pengendalian dan  evaluasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
perencanaan program urusan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
keistimewaan  meliputi Dokumen Urusan
pengendalian dan evaluasi perencanaan Keistimewaan
program urusan keistimewaan,
Undangan, Daftar hadir, Notulen, SPJ,
laporan kegiatan

39. 128 | Berkas pengendalian dan  evaluasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
pelaksanaan program urusan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
keistimewaan  meliputi Dokumen Urusan
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Keistimewaan
program urusan keistimewaan,
Undangan, Daftar hadir, Notulen, SPJ,
laporan kegiatan

40. 128 | Berkas penyusunan laporan kinerja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
program urusan keistimewaan meliputi : Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
Dokumen laporan kinerja program Urusan
urusan keistimewaan, Undangan, Daftar Keistimewaan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

hadir, Notulen, SPJ, laporan kegiatan

41. 128 | Berkas penyusunan evaluasi kinerja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
program urusan keistimewaan meliputi : Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
Dokumen evaluasi kinerja program Urusan
urusan keistimewaan, Undangan, Daftar Keistimewaan
hadir, Notulen, SPJ, laporan kegiatan

42. 128 | Dokumen perencanaan program urusan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
keistimewaan, Undangan, Daftar hadir, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
Notulen, SPJ, laporan kegiatan Urusan

Keistimewaan

43. | 128 | Dokumen Pemantauan, evaluasi, dan |Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menganggu kinerja | Bidang
penyusunan laporan program Bidang Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perencanaan
perencanaan urusan keistimewaan, Urusan
Undangan, daftar hadir, Notulen , SPJ, Keistimewaan

laporan kegiatan




3. SEKRETARIAT DPRD
No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
1. | 485 | Usulan Rencana/ Program Kerja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Humas
Subbagian Humas Jabatan yang setara Perangkat Daerah dan Protokol
2. | 005 | Berkas Pelaksanaan Jumpa pers meliputi: | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Humas
Program Kerja Subbagian Humas Jabatan yang setara Perangkat Daerah dan Protokol
Berkas Hasil Kegiatan/ SPJ Terbatas Eselon III/Administrator/ | Berkaitan dengan Hasil | Bagian Humas
Jabatan yang setara dan Laporan Kegiatan dan Protokol
Berkas Pelaksanaan Siaran Langsung | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Humas
dengan Stasiun TV meliputi: Laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah dan Protokol
Hasil Siaran Langsung (ARJI) Aspirasi
Rakyat Jogja Istimewa)
Berkas Hasil Kegiatan/ SPJ Terbatas Eselon III/Administrator/ | Berkaitan dengan Hasil | Bagian Humas
Jabatan yang setara dan Laporan Kegiatan dan Protokol
Berkas Pelaksanaan Pagelaran Wayang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian Humas
Kulit meliputi: Program Kerja Subbagian Jabatan yang setara Perangkat Daerah dan Protokol
Humas
Berkas Hasil Kegiatan/ SPJ Terbatas Eselon III/Administrator/ | Berkaitan dengan Hasil | Bagian Humas
Jabatan yang setara dan Laporan Kegiatan dan Protokol
3. | 027 |Berkas Hasil Kegiatan Penyusunan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Berkaitan dengan Hasil | Bagian Humas
Barang/jasa  Sekretariat DPRD DIY Jabatan yang setara dan Laporan Kegiatan dan Protokol
meliputi: SPJ
4. Usulan Rencana/Program Kerja Subbag Rahasia Eselon II Undang-undang Nomor 14 | Bagian
Dokumentasi Hukum Tahun 2008 tentang KIP, | Pembentukan

Bab V Pasal 17 point B,

"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan

kepada Pemohon
Informasi Publik dapat

mengganggu

Produk Hukum
dan Pengkajian
(PPHP)




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat"

188

Perwan, Kepwan, Kepim, SK Setwan,
Perda dan atau Perdais

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9

Bagian PPHP

188

Salinan Kepwan, Salinan Kepim, Salinan
Perwan, Salinan Perda, dan Salinan
Perdais

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9

Bagian PPHP

188

Dokumen Pengantar Pengiriman Kepwan,
Kepim, Perwan, Perda dan Perdais

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9

Bagian PPHP

Berkas Pengelolaan Perpustakaan lingkup
Setwan: SPJ

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,

"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha

Bagian PPHP




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

tidak sehat"

Berkas Sosialisasi Perundang-undangan
dan Produk Hukum Daerah; Laporan
Hasil Pelaksanaan; dan SPJ

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Perka ANRI No 17 th 2011
tentang Pedoman
Pembuatan SKKAD, Bab 1
"apabila diketahui oleh
pihak yang tidak berhak
dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan
tugas dan fungsi lembaga
pemerintahan"

Bagian PPHP

10.

Himpunan Produk Hukum  seperti,
Himpunan Kepwan, Himpinan Kepim,
Himpunan Perwan, Himpunan Perda, dan
Perdais

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9

Bagian PPHP

11.

Evaluasi
Subbagian

Notulensi hasil Rapat
Pelaksanaan Program
Dokumentasi Hukum

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,
"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat"

Bagian PPHP

12.

Laporan Pelaksanaan

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,

Bagian PPHP




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat"

13.

Usulan Rencana/Program Kerja Subbag
PPH

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,
"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan

kepada Pemohon
Informasi Publik dapat
mengganggu

kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat"

Bagian PPHP

14.

Kerangka Acuan Kerja/KAK

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9

Bagian PPHP




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

15.

027

Dokumen Lelang

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,
"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat"

Bagian PPHP

16.

027

Dokumen Kontrak

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,
"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan

kepada Pemohon
Informasi Publik dapat
mengganggu

kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat"

Bagian PPHP

17.

188

Naskah Akademik

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,

Bagian PPHP




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9
18.| 188 | Draf Raperda Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Undang-undang Nomor 14 | Bagian PPHP
Jabatan yang setara Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9
19. Laporan Akhir Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Undang-undang Nomor 14 | Bagian PPHP
Jabatan yang setara Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9
20. Berkas Kegiatan Penyusunan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Undang-undang Nomor 14 | Bagian PPHP
Bapemperda Jabatan yang setara Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9
21. Notulensi dan Kesimpulan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Undang-undang Nomor 14 | Bagian PPHP
Jabatan yang setara Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9
22. Dokumen Pembahasan Bapemperda Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Undang-undang Nomor 14 | Bagian PPHP
Jabatan yang setara Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9
23. Notulensi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Undang-undang Nomor 14 | Bagian PPHP
Jabatan yang setara Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9
24. 167 | Dokumen PAW Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Undang-undang Nomor 14 | Bagian PPHP

Jabatan yang setara

Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

25.

Notulensi hasil

rapat

Evaluasi

Pelaksanaan Program Subbagian PPH

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,
"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat"

Bagian PPHP

26.

Laporan Pelaksanaan

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,
"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat"

Bagian PPHP

27.

Usulan Rencana/Program Kerja Subbag

Pengkajian

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,

Bagian PPHP




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikankepada Pemohon
Informasi Publik dapat
mengganggu kepentingan
perlindungan hak atas
kekayaan intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha
tidak sehat"

28.

070

Usulan kajian dan bahan-bahan hasil
kajian

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9

Bagian PPHP

29.

Bahan Masukan /
bahan kebijakan

referensi sebagai

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Perka ANRI No 17 th 2011
tentang Pedoman
Pembuatan SKKAD, Bab 1
"apabila diketahui oleh
pihak yang tidak berhak
dapat mengakibatkan
terganggunya pelaksanaan
tugas dan fungsi lembaga
pemerintahan"

Bagian PPHP

30.

KAK, Dokumen Pengadaan, Dokumen
Laporan Akhir (buku dan CD Hasil
Kajian)

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9

Bagian PPHP

31.

Surat Keputusan Sekretariat DPRD,
Dokumen Laporan Akhir dan CD Hasil
Kajian

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab IV Bagian Kesatu,
Pasal 9

Bagian PPHP




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

32.

Evaluasi
Subbagian

Notulensi
Pelaksanaan
Pengkajian

hasil rapat
Program

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,
"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat"

Bagian PPHP

33.

Laporan Pelaksanaan

Rahasia

Eselon II

Undang-undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang KIP,
Bab V Pasal 17 point B,
"Informasi Publik yang
apabila dibuka dan
diberikan kepada
Pemohon Informasi Publik
dapat mengganggu
kepentingan perlindungan
hak atas kekayaan
intelektual dan
perlindungan dari
persaingan usaha tidak
sehat"

Bagian PPHP

34.

Berkas Program Kerja Subbagian Risalah
dan Dokumentasi meliputi: RKA

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

35.

Berkas kegiatan Penyusunan Risalah dan
Kesimpulan Rapat/Sidang DPRD meliputi
:Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Komisi Per Triwulan, Dokumen Laporan
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Komisi-
Komisi Per Triwulan, Dokumen Laporan
Perjalanan Dinas Luar Daerah Komisi-
Komisi Per Triwulan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

36.

Berkas Penyampaian Hasil Rapat/Sidang
Kepada Alat Kelengkapan DPRD dan
Pihak Yang Berkepentingan meliputi
Dokumentasi dan Laporan, Hasil Rapat
Komisi

, Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Badan Anggaran , Dokumentasi dan
Laporan Hasil Rapat Badan Musyawarah,
Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Badan Kehormatan, Dokumentasi dan
Laporan Hasil Rapat Badan Pembentukan
Peraturan Daerah

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

37.

Berkas kegiatan Pengelolaan
Dokumentasi Bahan Acara Kegiatan dan
Kegiatan Persidangan DPRD meliputi
:Dokumen Risalah Rapat Paripurna,
Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Panitia Khusus

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

38.

Berkas kegiatan Penyusunan
Dokumentasi Hasil Rapat/Sidang DPRD
meliputi :Dokumentasi dan Laporan Hasil
Rapat Komisi, Dokumentasi dan Laporan
Hasil Rapat Badan Anggaran,

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Badan Musyawarah, Dokumentasi dan
Laporan Hasil Rapat Badan Kehormatan,
Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

39.

Berkas Pelaksanaan Pemantauan,
Evaluasi, dan Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Program Subbagian Risalah
dan Dokumen Persidangan meliputi

Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Komisi, Dokumentasi dan Laporan Hasil
Rapat Panitia Khusus, Dokumentasi dan
Laporan Hasil Rapat Badan Anggaran,
Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Badan Musyawarah, Dokumentasi dan
Laporan Hasil Rapat Badan Kehormatan,
Dokumentasi dan Laporan Hasil Rapat
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

40.

Berkas Program  Kerja  Subbagian
Fasilitasi Persidangan meliputi: RKA,
TOR/KAK

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak Memiliki Dampak
yang Mengganggu Kinerja
Sekretariat DPRD DIY

Bagian
Persidangan

41.

Berkas Fasilitasi rapat - rapat, Kunjungan
Kerja ~ Badan  Musyawarah, Badan
Anggaran, dan Badan Kehormatan
meliputi: Anfragh, Kesimpulan dan Surat
mengenai Badan Musyawarah, Badan
Anggaran dan Badan Kehormatan dan
Laporan Badan Anggaran dan Badan
Kehormatan dan Laporan Badan
Anggaran, Badan Musyawarah.

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

42.

Berkas Pengelolaan Administrasi Kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/

Tidak mengganggu kinerja

Bagian




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
dan Hasil Sidang Badan Musyawarah, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan
Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan
meliputi: Daftar Hadir, Catatan Rapat,
Draf Jadwal Kegiatan, Rekapitulasi Daftar
Hadir .
43. Berkas Fasilitasi Pelaksanaan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Persidangan Badan Musyawarah, Badan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan
Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia
Khusus dan Paripurna meliputi: Anfragh,
Kesimpulan, Laporan, Skenario, dan
Risalah mengenai Badan Musyawarah,
Badan Anggaran, Badan Kehormatan,
Pantia Khusus dan Paripurna
44. Berkas Rencana Jadwal Persidangan | Biasa/Terbuka | Seluruh Pegawai Tidak mengganggu kinerja | Bagian
meliputi: Agenda Harian Kegiatan DPRD Perangkat Daerah Persidangan
45. Bahan atau Materi Rapat Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan
46. Berkas Penyiapan Sarana dan Prasarana | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Persidangan Badan Musyawarah, Badan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan
Anggaran, Badan Kehormatan, Panitia
Khusus, dan Paripurna meliputi: Anfragh
dan Agenda Kegiatan
47. Berkas Fasilitasi Tugas Fraksi meliputi: | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Kesimpulan Rapat Fraksi, Surat, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan
Pemandangan Umum dan Pendapat Akhir
48. Berkas Pelaksanaan Pamantauan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Evaluasi, dan Penyusunan Laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Pelaksanaan  Program Subbagian
Fasilitasi Persidangan meliputi:
Kesimpulan Rapat dan Laporan Monev

49. Berkas Program Kerja Subbagian Komisi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
dan Kepanitiaan meliputi: Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan
A. RKA
B.TOR

50. Berkas kegiatan Penyusunan Skenario | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
danBahan  Rapat Paripurna DPRD Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan
meliputi:

a. Skenario Rapat Paripurna

b. Surat-Surat, Data personil Pansus,
Pendapat Umum Fraksi, Pendapat
Akhir Fraksi, Laporan AKD/Pansus.

S1. Berkas kegiatan Pengelolaan Administrasi | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu Pekerjaan | Bagian
Kegiatan dan Hasil Sidang Komisi dan Jabatan yang setara Sekretariat DPRD Persidangan
Kepanitiaan
a. Laporan Risalah Rapat2 Komisi Terbatas Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Bagian

Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan
b. Laporan Hasil Pembahasan Pansus Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan

S52. Berkas kegiatan Fasilitasi Kegiatan DPRD | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bagian

dalam Daerah dan Luar Daerah meliputi: Jabatan yang setara Perangkat Daerah Persidangan

a. Laporan Kunjungan dalam Daerah

b. Laporan Kunjungan Kerja Komisi Luar
Daerah

c. Laporan Konsultasi Komisi

d. Laporan Delegasi DPRD DIY




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

e. Laporan Hasil Konsultasi dan
Kunjungan Kerja Panitia Khusus

53.

Berkas kegiatan Fasilitasi Pembahasan
Produk Hukum DPRD, Peraturan Daerah,
dan Peraturan Daerah Istimewa meliputi:
a. Laporan Rapat Panitia Khusus

b. Laporan Rapat Komisi-Komisi

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

54.

Berkas Fasilitasi Penetapan dan

Pelantikan gubernur dan Wakil Gubernur

meliputi:

a. Laporan Rapat Rapat Koordinasi

b. Surat DPRD DIY kepada Gubernurdan
Wagub DIY dan ke Sultan/Pakualam
pemberitahuan tentang berakhirnya
Masa jabatan Gub dan Wagub DIY

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

55.

Berkas Pembentukan Pansus penyusunan

tata tertib penetapan gubernur dan wakil

gubernur DIY meliputi:

a. Laporan Rapat

b. Peraturan Dewan tentang TATIB
penetapan  Gubernur dan  Wakil
Gubernur DIY

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

56.

Berkas kegiatan Pembentukan Pansus
penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur
DIY meliputi:

a. Laporan Rapat

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

b. Berkas/dokumen pencalonan

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Mengganggu Pekerjaan
Sekretariat DPRD

Bagian
Persidangan

c. Berita Acara Penetapan calon
Gubernur dan Wakil Gubernur DIY

Terbatas

Eselon III/Administrator/

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

disampaikan kpd Pimp. DPRD DIY.

Jabatan yang setara

57.

Berkas pelaksanaan Rapat Paripurna

pemaparan visi misi dan program calon

Gubernur DIY:

a. Dokumen Vsi, Misi dan Program Kerja
Calon Gubernur DIY

b. Tanggapan DPRD DIY melalui fraksi
berupa saran dan masukan terhadap
pemaparan visi misi dan program calon
Gubernur DIY

c. Skenario rapat paripurna

d. Risalah rapat paripurna

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

58.

Berkas Rapat paripurna
Gubernur dan Wakil Gubernur
meliputi:

a. Penetapan  Gubernur
Gubernur DIY dengan
DPRD DIY

b. Skenario rapat paripurna

c. Risalah rapat paripurna

penetapan
DIY

dan  Wakil
Keputusan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bagian
Persidangan

59.

Berkas pengusulan kepada Presiden
melalui Mendagri untuk pengesahan
penetapan Sultan HB yang bertahta
sebagai Gubernur dan Adipati
Pakualaman yang bertahta sebagai Wakil
Gubernur DIY meliputi:

Surat DPRD DIY kepada Presiden melalui
Mendagri

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Mengganggu stabilitas

nasional

Bagian
Persidangan




4. INSPEKTORAT
No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

1. 700 | Program Kerja PengawasanTahunan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat
(PKPT) Jabatan yang setara Perangkat Daerah

2. 700 | Bahan Pemeriksaan (SPJ, Laporan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Kegiatan, LK, dl) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemerintahan

3. 700 | Berkas Pengaduan Masyarakat dan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang
Laporan Hasil Penangannya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemerintahan

4. 700 | Program Kerja Pemeriksaan (PKP), dan Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemerintahan

S. 700 | Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang
Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemerintahan
Reviu, Laporan Hasil Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu

6. 700 | Bahan Pemeriksaan (SPJ, Laporan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sosial dan
Kegiatan, LK, dll) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budaya

7. 700 | Berkas Pengaduan Masyarakat dan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang Sosial dan
Laporan Hasil Penangannya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budaya

8. 700 | Program Kerja Pemeriksaan (PKP), dan Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang Sosial dan
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budaya

9. 700 | Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang Sosial dan
Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budaya
Reviu, Laporan Hasil Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu

10. | 700 | Bahan Pemeriksaan (SPJ, Laporan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Kegiatan, LK, dll) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian

11. | 700 | Berkas Pengaduan Masyarakat dan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang
Laporan Hasil Penangannya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian

12. | 700 | Program Kerja Pemeriksaan (PKP), dan Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

13. | 700 |Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang
Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perekonomian
Reviu, Laporan Hasil Pemeriksaan
Dengan Tujuan Tertentu

14. | 700 | Bahan Pemeriksaan (SPJ, Laporan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sarana
Kegiatan, LK, dll) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Prasarana

15. | 700 | Berkas Pengaduan Masyarakat dan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang Sarana
Laporan Hasil Penangannya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Prasarana

16. | 700 | Program Kerja Pemeriksaan (PKP), dan Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Bidang Sarana
Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Prasarana

17. | 700 | Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Mengganggu kinerja | Sekretariat
Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Reviu, Laporan Hasil Pemeriksaan

Dengan Tujuan Tertentu




5.

DINAS PARIWISATA

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

1. 556 | Sarana dan prasarana pariwisata meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Destinasi
: pengadaan, inventarisasi, Jabatan yang setara Perangkat Daerah
pendistribusian, pemeliharaan dan
penghapusan

2. 556 | Obyek/destinasi wisata dan daya tarik | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Destinasi
wisata (misalnya Kraton, Prambanan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Parangtritis, museum, dsb),

3. 556 | Daftar inventarisasi obyek pariwisata | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Destinasi
meliputi : alam dan budaya Jabatan yang setara Perangkat Daerah

4. 556 | Bantuan di bidang pariwisata Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Destinasi

Jabatan yang setara Perangkat Daerah

5. 556 | Atraksi Pariwisata (misalnya Sendratari Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Destinasi
Ramayana, Jatilan, dsb), Jabatan yang setara Perangkat Daerah

0. 556 | Peningkatan = pariwisata  meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
program pengembangan pemasaran Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemasaran
wisata, program pengembangan
kemitraan, promosi obyek wisata dan
pelayanan

7. 556 | Promosi Pariwisata (misalnya promosi| Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
dalam negeri dan promosi luar negeri/ Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemasaran
farmtrip, pameran pariwisata),

8. 556 | Pelayanan Informasi Pariwisata (TIC, TIS | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Stasiun Kereta Api, TIS Bandara, Majalah Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pemasaran

pariwisata, informasi pariwisata misalnya
brosur, leaflet, cinderamata, rekomendasi
kunjungan ke obyek wisata, papan
petunjuk obyek wisata)




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

9. 556 | Standarisasi Usaha Jasa Pariwisata Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang  Industri
(Klasifikasi Hotel dan Restoran, Sertifikasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pariwisata
Assesor Pariwisata) ,

10. | 556 | Pengawasanindustri pariwisata (Usaha | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jasa Pariwisata ) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pariwisata

11. | 556 | Kelembagaan Pariwisata (PHRI, ASITA, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kapasitas
HPI, PUTRI, POKDARWIS, Forkom Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Desa/Kampung Wisata, Forkom
Homestay Desa Wisata,Paguyuban Dimas
Diajeng, dsb.

12. | 556 | Kerjasama bidang pariwisata, @SDM | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kapasitas

Pariwisata (misalnya guide/pramuwisata).

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah




6.

DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
1. 505 | Berkas Kegiatan /dokumen | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Koperasi
Pengawasandan Penilaian Koperasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah
meliputi korespondensi, sertifikat
penilaian kesehatan , kertas kerja
2. 505 | Berkas kegiatan pelatthan SDM dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Koperasi
kelembagaan meliputi dokumen Jabatan yang setara Perangkat Daerah
perencanaan (KAK,DPA,DIPA), Surat
keputusan, Laporan , Berkas
pertanggungjawaban keuangan/SPJ
3. 505 | Dokumen  Pemasaran  Perkoperasian | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Koperasi
meliputi Korespondensi, Dokumen Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Perencanaan (KAK, DPA, DIPA) , Surat
keputusan, Laporan, Berkas SPJ, kontrak
kerja.
4. 505 | Berkas kegiatan pelatihan kapasitas | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Koperasi
koperasi meliputi Korespondensi, Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Dokumen Perencanaan (KAK, DPA, DIPA)
, Surat keputusan, Laporan, Berkas SPJ
S. 505 | Berkas Badan Hukum Koperasi Tertutup Eselon III/Administrator/ | Sifatnya rahasia hanya | Bidang Koperasi
Jabatan yang setara koperasi yang
bersangkutan dan pejabat
yang mempunyai
kepentingan saja yang
diperkenankan untuk
melihat.
0. 505 | Berkas Kegiatan Pelatihan kapasitas UKM | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang UKM
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
7. 505 | Berkas kegiatan pelatihan kelembagaan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang UKM




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
dan usaha UKM Jabatan yang setara Perangkat Daerah
8. 505 | Berkas kegiatan pemasaran produk UKM | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang UKM
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
9. 505 | Berkas kegiatan pelatihan kewirausahaan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
meliputi korespondensi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kewirausahaan
10. | 505 | Berkas kegiatan layanan usaha | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
wirausaha baru meliputi korespondensi, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kewirausahaan
dokumen perencanaan (KAK, DPA, DIA),
SK TIM, Berkas SPJ, Laporan
11. | 505 | Berkas kegiatan kemitraan koperasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
dengan lembaga pembiayaan meliputi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembiayaan
daftar penerima dana/pembiayaan ,Daftar
penerima manfaat pembiayaan dan
progres ,pengembalian dana ,Rekapitulasi
laporan pembiayaan, Dokumen
permohonanan/proposal pembiayaan
laporan kegiatan terkait dengan
pembiayaan
12. | 505 | Berkas kegiatan kemitraan UKM dengan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
lembaga pembiayaan meliputi daftar Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembiayaan

penerima dana/pembiayaan ,Daftar
penerima manfaat pembiayaan dan
progres ,pengembalian dana ,Rekapitulasi

laporan pembiayaan, Dokumen
permohonanan/proposal pembiayaan |,
laporan kegiatan terkait dengan

pembiayaan




7.

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
1. 510 | Pengembangan Eksport
Meliputi
a. Pameran Seni Kriya
- Pendaftaran peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Seleksi peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Finalisasi peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Publikasi pameran ( laaflet, booklet, Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
baliho, siaran radio, talkshow, videotron ) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Laporan Pameran Seni Kriya Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
b. Pameran JIFFINA
- Pendaftaran peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Seleksi peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Finalisasi peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

Perdagangan Luar




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Negeri
- Publikasi pameran ( laaflet, booklet ) Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Laporan Pameran JIFFINA
c. Pameran IFEX
- Pendaftaran peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
- Seleksi peserta Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
- Finalisasi peserta Negeri
- Publikasi pameran ( leaflet, booklet)
- Laporan Pameran IFEX
d. Pameran Inacraf
- Pendaftaran peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
- Seleksi peserta Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
- Finalisasi peserta Negeri
- Publikasi pameran ( leaflet, booklet)
- Laporan Pameran Inacraf
e. Pameran TKI
- Pendaftaran peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
- Seleksi peserta Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
- Finalisasi peserta Negeri
- Publikasi pameran ( leaflet, booklet)
- Laporan Pameran Inacraf
- Laporan Pameran TKI
2. 510 | Promosi perdagangan, pekan raya, iklan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
pameran, pelelangan, tera dan perizinan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan
Dalam Negeri
3. 511 | Pemasaran meliputi sembilan bahan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
pokok, pasar, pertokoan, kaki lima, kios Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan

Dalam Negeri




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
4. 514 | Perdagangan antar pulau (lokal, regional ) | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan
Dalam Negeri
S. 515 | Jjin Perdagangan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan
Dalam Negeri
6. 516 | Pergudangan ( termasuk tangki minyak Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
penyimpanan minyak goreng Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan
Dalam Negeri
7. 517 | Aneka Usaha Perdagangan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan
Dalam Negeri
8. 512/ | Fasilitasi Eksport dan Import
513
a. Penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) | Tertutup Ess. III berdampak mengganggu | Bidang
kinerja Perangkat Daerah | Perdagangan Luar
Negeri
- Dokumen Penerbitan SKA Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Permohonan Form SKA Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Laporan Stok Opname Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Sarana dan Prasarana SKA Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Perdagangan Luar
Negeri




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
- Rekomendasi Input Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Berita acara pemeriksaan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
b. Bintek Calon Eksportir
- Permohonan Instruktur Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Undangan Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- SK Peserta dan Instruktur Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Laporan Bintek Calon Eksportir Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
c. Pelatihan Ekspor
- Permohonan Instruktur Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- Undangan Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
- SK Peserta dan Instruktur Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Perdagangan Luar
Negeri




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
- Laporan Bintek Calon Eksportir Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
9. 520 | PengawasanPerdagangan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan Luar
Negeri
10. 511 | Pemasaran meliputi Sembilan Bahan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Pokok, Pasar, Pertokoan, Kaki Lima, Kios Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan
Dalam Negeri
11. PengawasanPerdagangan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perdagangan
Dalam Negeri
12. 531 | Industri Logam, Mesin, Elektronika dan
Telematika
a. Pembuatan Moulding Gamelan
- Dokumen Pengadaan Sewa Peralatan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Dokumen Pengadaan Belanja Bahan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Dokumen Pengadaan Peralatan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Dokumen Pengadaan Tenaga Ahli Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Dokumen Laporan pembuatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri

Moulding Gamelan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Logam Sandang




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Aneka
b. Penyusunan Roadmap Gamelan
- Pengadaan Jasa Komunikasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- FGD Laporan Pendahuluan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- FGD Laporan Antara Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- FGD Laporan Akhir Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Laporan Penyusunan Roadmap | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Gamelan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
c. Percepatan Kawasan Industri
- Rapat Koordinasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Laporan Kawasan Industri Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
d. Partisipasi Pameran INAPA
- Rekuitmen Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Pelaksanaan Pameran INAPA Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Logam Sandang




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Aneka
- Laporan Pameran INAPA Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
e. Temu Kemitraan IKM IT dengan
Perusahaan
- Rekuitmen Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Pelaksanaan Temu Kemitraan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Laporan Temu Kemitraan IT dengan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Perusahaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
13. 532 | Penerapan ATG Hasil Rekayasa
Koordinasi ke Dinas Kabupaten Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Pengelola
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Teknologi Tepat
Guna
Survey IKM Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Pengelola
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Teknologi Tepat
Guna
Analisa Hasil Survey Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Pengelola
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Teknologi Tepat
Guna
Menentukan calon penerima fasilitasi ATG | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Pengelola
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Teknologi Tepat
Guna
Pembuatan ATG Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Pengelola
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Teknologi Tepat




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Guna
Penyerahan dan Penandatanganan Berita | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Pengelola
Acara Jabatan yang setara Perangkat Daerah Teknologi Tepat
Guna
Monitoring dan Evaluasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Pengelola
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Teknologi Tepat
Guna
Dokumen Laporan Penerapan ATG Hasil Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Pengelola
Rekayasa Jabatan yang setara Perangkat Daerah Teknologi Tepat
Guna
14. 533 | Industri Kimia, Tekstil, Kulit, dan Aneka
a. Pelatihan IKM Logam, Sandang dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Aneka Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
dan Aneka
- Rekuitmen Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Koordinasi dengan Instruktur Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Pelaksanaan Pelatihan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Laporan Pelatihan IKM Logam, Sandang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
dan Aneka Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
b. Kemitraan IKM Logam, Sandang dan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri

Aneka

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Logam Sandang
Aneka




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
- Pendaftaran Identifikasi Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Seleksi Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Finalisasi Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Pelaksanaan Kemitraan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
- Laporan Kemitraan IKM  Logam, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Sandang dan Aneka Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
15. Pengembangan Industri Kreatif, meliputi :
a. PeningkatanPengolahan dan Kemasan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Produk Jamu Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
b. PeningkatanPengolahan dan Kemasan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Produk Aromaterapi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
c. PeningkatanPengolahan dan Kemasan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Produk Spa Tradisional Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
d. Kemitraan Usaha Produk IKM | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Biofarmaka Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang
Aneka
e. Seminar Batik Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Logam Sandang




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

Aneka
f. Pameran Batik Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang

Aneka
g. Pameran Gelar Batik Nusantara Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang

Aneka
h. Pelatihan IKM Batik Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang

Aneka
i. Pameran Jogja Fashion Week Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang

Aneka
j- Penyusunan Buku Batik Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang

Aneka
k. Pameran Seni Kriya Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang

Aneka
1. Pembangunan IPAL Kamunal Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang

Aneka
m. Penyususnan DED Wokshop Batik Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Logam Sandang

Aneka

16. 535 | Industri Makanan Minuman, Tembakau

Hasil Laut Perikanan dan Bahan
Penyegar
a. Pelatihan IKM Makanan, Minuman,

Tembakau,Hasil Laut Perikanan dan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Bahan Penyegar

- Rekuitmen Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Koordinasi dengan Instruktur Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Pelaksanaan Pelatihan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Laporan Pelatihan IKM Makanan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Minuman, Tembakau ,Hasil Laut Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

Perikanan dan Bahan Penyegar
b. Pendampingan IKM MMTHLPBP

- Identifikasi Kelompok Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Koordinasi dengan Kelompok Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Pelaksanaan Pendampingan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Laporan Pendampingan MMTHLPBP | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

c. Fasilitasi Halal

- Pendaftaran Identifikasi Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Seleksi Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Finalisasi Peserta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

- Sosialisasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro

17. 534 | Industri Tekstil, Kerajinan, Rumahan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Agro




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

536

Industri Hasil Hutan dan Perkebunan

a. Pelatihan Mebel Bambu

- Dokumen Pengadaan Belanja Bahan
- Koordinasi dengan Instruktur

- Pelaksanaan Pelatihan

- Dokumen Laporan Kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Industri
Agro

b. Pelatihan Mebel Kayu

- Dokumen Pengadaan Belanja Bahan
- Koordinasi dengan Instruktur

- Pelaksanaan Pelatihan

- Dokumen Laporan Kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Industri
Agro

c. Pelatihan Wira Usaha Baru Bambu

- Dokumen Pengadaan Belanja Bahan
- Koordinasi dengan Instruktur

- Pelaksanaan Pelatihan

- Dokumen Laporan Kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Industri
Agro

d. Pelatihan Wira Usaha Baru Kayu

- Dokumen Pengadaan Belanja Bahan
- Koordinasi dengan Instruktur

- Pelaksanaan Pelatihan

- Dokumen Laporan Kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Industri
Agro

e. Pelatihan Anyaman Bambu

- Dokumen Pengadaan Belanja Bahan
- Koordinasi dengan Instruktur

- Pelaksanaan Pelatihan

- Dokumen Laporan Kegiatan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Industri
Agro

f. Pelatihan Anyaman Bambu

- Dokumen Pengadaan Belanja Bahan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/

Tidak mengganggu kinerja

Bidang Industri




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
- Koordinasi dengan Instruktur Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Pelaksanaan Pelatihan
- Dokumen Laporan Kegiatan
g. Serifikasi SNI Mainan Anak dari Kayu
- Dokumen Pengadaan Biaya | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Sertifikasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Dokumen Perjalanan Dinas Luar | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Daerah Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Dokumen Laporan Kegiatan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
h. Tes Pasar dan Forum Kemitraan di Mall
- Dokumen Pengadaan Belanja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Dekorasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Dokumen Pengadaan Belanja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Publikasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Dokumen Pengadaan Belanja Sewa | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Gedung Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Dokumen Laporan Kegiatan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
i. Tes Pasar dan Forum Kemitraan di
Kabupaten
- Dokumen Pengadaan Belanja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Dekorasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Dokumen Pengadaan Belanja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Publikasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Dokumen Pengadaan Belanja Sewa | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri
Gedung Jabatan yang setara Perangkat Daerah Agro
- Dokumen Laporan Kegiatan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Industri

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Agro




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
18. 537 | Hak Kekayaan Intelektual ( HAKI )
a. Proses Pengurusan HAKI Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | BPKI
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
b. Register HAKI :
- Register Hak Merek Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | BPKI
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
- Register Hak Cipta Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | BPKI
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
- Register Hak Desain Industri Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | BPKI
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
- Register Hak Paten Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | BPKI
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
- Register Hak Paten Sederhana Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | BPKI
Jabatan yang setara Perangkat Daerah
- Register Hak Merek Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | BPKI

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah




8.

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
1. 520 | Hari Krida Pertanian, Hari Pangan se- | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Tanaman
Dunia, Lomba, Pameran, Workshop, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pangan
Rakor, Raker Bidang Pertanian
2. 521 | Tanaman Pangan dan Hortikultura | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Tanaman
meliputi Program (Perencanaan data, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pangan
pelaporan, evaluasi, penyuluhan,
termasuk Kredit misalnya Dana
Penguatan Modal/DPM - Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan/LUEP, Bantuan
Penguatan Langsung Masyarakat/BPLM),
Produksi (Padi, Palawija, Hortikultura),
Agrobisnis, Panen gagal/puso, Hibah
tanaman pangan dan hortikultura
3. 521 | Angka Ramalan (A-Ram) Produksi (Padi, Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Tanaman
Palawija, Hortikultura) Jabatan yang setara dapat mengganggu fungsi | Pangan
dan tugas
4. 521 | Angka Sementara (A-Sem) Produksi (Padi, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Tanaman
Palawija, Hortikultura) Jabatan yang setara dapat mengganggu fungsi | Pangan
dan tugas
5. 521 | Angka Tetap (A-Tap) Produksi (Padi, Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Tanaman
Palawija, Hortikultura) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pangan
0. 522 | Sarana usaha pertanian meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Tanaman

Peralatan misalnya traktor, Pembibitan,
Pupuk, Persawahan, Perladangan, Kebun,
Lahan kritis, Tegalan, Pengusaha, Petani,
Bina usaha, pasca panen, pemasaran
hasil, Pemetaan pertanian, Hibah alat
mesin pertanian (Alsintan)

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Pangan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
7. 523 | Perlindungan tanaman, Meliputi Penyakit, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Tanaman
Hama (pemberantasan dan upaya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pangan
pencegahan), Pestisida
8. 520 | Hari Krida Pertanian, Hari Pangan se- | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Dunia, Lomba, Pameran, Workshop, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura
Rakor, Raker Bidang Pertanian
9. 521 | Tanaman Pangan dan  Hortikultura | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
meliputi Program (Perencanaan data, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura
pelaporan, evaluasi, penyuluhan,
termasuk Kredit misalnya Dana
Penguatan Modal/DPM - Lembaga Usaha
Ekonomi Pedesaan /LUEP, Bantuan
Penguatan Langsung Masyarakat /BPLM),
Produksi (Padi, Palawija, Hortikultura),
Agrobisnis, Panen gagal/puso, Hibah
tanaman pangan dan hortikultura
10. | 521 | Angka Ramalan (A-Ram) Produksi (Padi, Terbatas Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Palawija, Hortikultura) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura
11. | 521 | Angka Sementara (A-Sem) Produksi (Padi, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Palawija, Hortikultura) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura
12. | 521 | Angka Tetap (A-Tap) Produksi (Padi, Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Palawija, Hortikultura) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura
13. | 522 | Sarana usaha pertanian meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Peralatan misalnya traktor, Pembibitan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura

Pupuk, Persawahan, Perladangan, Kebun,
Lahan kritis, Tegalan, Pengusaha, Petani,
Bina usaha, pasca panen, pemasaran
hasil, Pemetaan pertanian, Hibah alat




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
mesin pertanian (Alsintan)

14. | 523 | Perlindungan tanaman, Meliputi Penyakit, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Hama (pemberantasan dan upaya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura
pencegahan), Pestisida

15. | 521 | Pertanian organik hortikultura Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura

16. | 521 | Petugas Pelayanan Informasi Pasar (PIP) Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

Jabatan yang setara Perangkat Daerah Hortikultura

17. | 524 | Peternakan, Meliputi Susu ternak rakyat, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Sarana usaha peternakan, Pembibitan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bidang | Peternakan
semen beku, inseminasi buatan/IB, Peternakan (OPD)

Kesehatan hewan, Penyakit hewan, pos
kesehatan ternak, pemberantasan
penyakit, dan upaya pencegahan,
[jin/rekomendasi pemasukan,
pengeluaran hewan ternak dan hewan
peliharaan, Kandang ternak, Makanan
ternak, Rumah Potong Hewan (RPH),
Rumah Potong Ayam (RPA), Data
peternakan, Perunggasan, Hibah
peternakan

18. | 524 | Peternakan, meliputi permintaan hasil uji, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Bidang
jawaban hasil uji Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bidang | Peternakan

Peternakan (OPD)

19. | 520 | Hari Krida Pertanian, Hari Pangan se- | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Dunia, Lomba, Pameran, Workshop, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
Rakor, Raker Bidang Pertanian

20. | 523 | Perlindungan tanaman, Meliputi Penyakit, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Hama (pemberantasan dan upaya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan

pencegahan), Pestisida




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
21. | 526 | Perkebunan Meliputi Tanaman langka, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Tanaman kimia (obat-obatan, jamu, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
empon-empon), Teh, Tembakau, Tebu,
Cengkeh, Coklat, Jambu Mete, Jarak
Pagar, Kopi, Lomba, Pameran, Workshop,
Rakor, Raker Bidang Perkebunan
22. | 526 | Perkebunan : Usaha perkebunan meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
: dasar hukum, pendirian, perijinan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
bentuk dan status atas hak, peta wilayah
jenis tanaman, perluasan areal dan
pendayagunaan areal
23. | 526 | Perkebunan : Perencanaan umum, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
program pembinaan , pengembangan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
pengendalian dan monitoring
24. | 526 | Sarana dan ©prasarana meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
pengadaan, penerimaan bantuan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
inventarisasi, pendistribusian,
pemeliharaan, Pengawasandan
penghapusan
a.Balai/tempat pembibitan
b. Peralatan perkebunan
25. | 526 | Pelaksanaan program meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat,
pembiayaan, Pengawasandan evaluasi, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bidang
dan laporan Perkebunan
26. | 526 | Peningkatan produksi meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
pemilihan  bibit, pemupukan, cara Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan

pemeliharaan, jadwal tanam,penentuan
lokasi, teknologi tepat guna, pasca panen,
percontohan dan obat-obatan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

27. | 526 | Pembinaan dan Penyuluhan Perkebunan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
meliputi : Program, metode, pembinaan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
percontohan, jadwal waktu, pembiayaan,
dan laporan

28. | 526 | Bantuan dana perkebunan meliputi : Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Penanaman modal, kerjasama dengan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
perguruan tinggi, kerjasama dengan luar
negeri

29. | 526 | Bantuan perkebunan meliputi : Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
a. Bibit tanaman Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
b. Pupuk
c. Dana rangsangan bagi kelompok usaha
perkebunan

30. | 526 | Perlindungan perkebunan, Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
pencegahan,dan penanggulangan hama Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan,
penyakit tanaman meliputi : jenis hama, UPTD BPTP
cara penanggulangan/ pencegahan,
pengamatan, pemberantasan,
pengawasan, monitoring dan evaluasi.

31. | 526 | Standar mutu hasil perkebunan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan

32. | 526 | Pemasaran hasil produksi meliputi : Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
penentuan harga dasar, pemasaran dalam Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
negeri, pemasaran antar pulau, dan
pemasaran luar negeri

33. | 526 | Usaha perkebunan milik rakyat meliputi : | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
jenis usaha dan areal usaha Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan

34. | 526 | Pengawasan lalu lintas perkebunan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
35. | 526 | Daftar inventarisasi jenis perkebunan : Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
tebu rakyat intensifikasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
36. | 526 | Data dan statistik di bidang perkebunan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat,
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Bidang
Perkebunan
37. | 526 | Laporan Bidang Perkebunan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perkebunan
38. | 520 | Hari Krida Pertanian, Hari Pangan se- | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Ketahanan
Dunia, Lomba, Pameran, Workshop, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pangan
Rakor, Raker Bidang Pertanian
39. | 529 | Ketahanan Pangan meliputi Penyuluhan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Ketahanan

dan Pelatihan Pertanian, Pembinaan
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan),
Pengembangan Desa Mandiri Pangan,

Pengembangan Cadangan Pangan
Masyarakat dan Pemerintah Daerah,
Analisis Ketersediaan Pangan,

Pemantauan Harga Pangan, Fasilitasi
Peningkatan akses pangan/pemberian
bantuan daerah rawan pangan,
Diversifikasi Pangan meliputi Program
Percepatan Keaneka-ragaman Pangan dan
Gizi (P2KP), Kawasan Rumah Pangan
Lestari (KRPL), Keamanan dan
Kewaspadaan Pangan meliputi Sistem
Keamanan Pangan Terpadu (SKPT),
Lembaga Otoritas Kompetensi Keamanan
Pangan Daerah (OKKPD), Sertifikasi
jaminan mutu olahan segar kepada
pelaku usaha/ kelompok tani

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Pangan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
40. | 524 | Peternakan, Meliputi Susu ternak rakyat, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
Sarana usaha peternakan, Pembibitan, Jabatan yang setara Pengembangan
semen beku, inseminasi buatan/IB, Pembibitan
Kesehatan hewan, Penyakit hewan, pos Ternak dan
kesehatan ternak, pemberantasan Diagnostik
penyakit, dan upaya  pencegahan, Kehewanan
[jin /rekomendasi pemasukan,
pengeluaran hewan ternak dan hewan
peliharaan, Kandang ternak, Makanan
ternak, Rumah Potong Hewan (RPH),
Rumah Potong Ayam (RPA), Data
peternakan, Perunggasan, Hibah
peternakan
41. | 524 | Peternakan, meliputi permintaan hasil uji, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | UPTD Balai
jawaban hasil uji Jabatan yang setara dapat mengganggu fungsi | Pengembangan
dan tugas Pembibitan
Ternak dan
Diagnostik
Kehewanan
42. | 520 | Hari Krida Pertanian, Hari Pangan se- Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
Dunia, Lomba, Pameran, Workshop, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Proteksi Tanaman
Rakor, Raker Bidang Pertanian Pertanian
43. | 526 | Perlindungan perkebunan, pencegahan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
dan penanggu-langanhama penyakit Jabatan yang setara Perangkat Daerah Proteksi Tanaman
tanaman meliputi jenis hama, cara Pertanian
penanggulangan/pencegahan,
pengamatan, pemberantasan,
pengawasan , monitoring dan evaluasi.
44. | 520 | Hari Krida Pertanian, Hari Pangan se- | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
Dunia, Lomba, Pameran, Workshop, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengembangan

Rakor, Raker Bidang Pertanian

Sumber Daya




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

Manusia
Pertanian

45.

521

Sosialisasi dan Sinkronisasi Kegiatan
Pelatihan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian

46.

521

Pelatihan Pengolahan Hasil Pertanian

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian

47.

521

Pelatihan Penangkaran Benih

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian

48.

521

Pelatihan Pengolahan Biofarmaka

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian

49.

521

Pelatihan Agribisnis Padi

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

50.

521

Kerjasama Pelatihan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian

51.

526

Pelatihan Perkebunan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian

52.

524

Pelatihan Agribisnis Peternakan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian

53.

524

Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian

54.

524

Pengkajian

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Sumber Daya
Manusia
Pertanian




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
55. | 520 | Hari Krida Pertanian, Hari Pangan se- | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
Dunia, Lomba, Pameran, Workshop, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengembangan
Rakor, Raker Bidang Pertanian Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian
56. | 521 | Tanaman Pangan dan Hortikultura | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
meliputi Program (Perencanaan data, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengembangan
pelaporan, evaluasi, penyuluhan, Pembenihan dan
termasuk Kredit misalnya Dana PengawasanMutu
Penguatan Modal/DPM - Lembaga Usaha Benih Tanaman
Ekonomi Pedesaan/LUEP, Bantuan Pertanian
Penguatan Langsung Masyarakat/BPLM),
Produksi (Padi, Palawija, Hortikultura),
Agrobisnis, Panen gagal/puso, Hibah
tanaman pangan dan hortikultura
57. | 521 | Menetapkan varietas yang terbaik Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian
58. | 521 | Monitoring ke produsen, pedagang benih, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
kelompok tani Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu

Benih Tanaman
Pertanian




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

59.

521

Pengambilan contoh benih untuk diuji di
laboratorium, mencatat stok benih

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian

60.

521

Pengawasanpenerapan standarisasi mutu
benih

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian

o1l.

521

Ketersediaan benih sumber

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian

62.

521

Kartu persediaan barang

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian

63.

521

Kerjasama penangkar

benih

dengan petani

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

UPTD Balai
Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
64. | 521 | Laporan prnjualan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian
65. | 521 | Surat keterangan sertifikasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengembangan
Pembenihan dan
PengawasanMutu
Benih Tanaman
Pertanian
66. | 522 | Sarana usaha pertanian meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | UPTD Balai
Peralatan misalnya traktor, Pembibitan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengembangan
Pupuk, Persawahan, Perladangan, Kebun, Pembenihan dan
Lahan kritis, Tegalan, Pengusaha, Petani, PengawasanMutu
Bina usaha, pasca panen, pemasaran Benih Tanaman
hasil, Pemetaan pertanian, Hibah alat Pertanian

mesin pertanian (Alsintan)




9.

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Gedung kantor meliputi :
1. Pembangunan, rehabilitasi, penyusunan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Sekretariat
DED,pengadaan  komponen  instalasi Jabatan yang setara mengganggu kinerja
listrik, penyediaan peralatan rumah Perangkat Daerah
tangga, penyediaan bahan pembersih
2. Keamanan kantor, pengadaaandan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat
pemeliharaan peralatan dan Jabatan yang setara Perangkat Daerah
perlengkapan, pemeliharaan kebersihan
kantor,, pembayaran Listrik air dan
telepon, penyediaan internet, hosting
3. Kendaraandinasmeliputi STNK, BPKB, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Sekretariat
Pajak kendaraan, BBM dan pelumas, Jabatan yang setara mengganggu kinerja
service; penggantian suku cadang Perangkat Daerah
4. Kepegawaian Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Sekretariat
meliputi : PAK, HAPAK, jurnal, nominatif, Jabatan yang setara mengganggu kinerja
laporan bulanan, laporan pembinaan, SK, Perangkat Daerah
SE,SPT,PLH, SPMT, File perseorangan,
pensiun, pernikahan /perceraian ,
pemeriksaan/ Pengawasan , keaikan gaji,
pakta integritas, pegawai kontrak/non
PNS, formasi, ijin PKL, [jin Magang, ijin
wawancara, [jin Observasi
5. Pengelolaan barang / aset | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Sekretariat
meliputi daftar aset, laporan aset, sensus Jabatan yang setara mengganggu kinerja
barang, register aset, BMN, BMD, Perangkat Daerah
rekonsiliasi
6. Rapat-Rapat, Koordinasi dan Konsultasi Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Sekretariat

Meliputi mamin rapat, perjalanan dinas

Jabatan yang setara

mengganggu kinerja




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
dalam dan luar daerah Perangkat Daerah
7. Pengelolaan arsip meliputi laporan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Sekretariat
pengelolaan arsip, pemindahan arsip , Jabatan yang setara mengganggu kinerja
penyerahan arsip pemusnahan arsip, Perangkat Daerah
daftar arsip, denah lokasi simpan arsip,
arsip vital, arsip permanen, arsip
audiovisual, kartografi,
8. Bahan bacaan meliputi surat kabar, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat
majalah, buku pengetahuan umum Jabatan yang setara Perangkat Daerah
laporan penyediaan bahan bacaan
9. Pengelolaan keuangan meliputi laporan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Sekretariat
pendapatan, laporan gaji, laporan Jabatan yang setara mengganggu kinerja
keuangan bulanan, laporan triwulanan, Perangkat Daerah
laporan semester, laporan tahunan,
honorarium, pajak, pph, PPN.
10. Program dan informasi
Meliputi :
a. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat
(LAKIP, LKPJ dan LPPD) Rencana Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Program Kegiatan SKPD
b. Pengembangan Data dan Informasi (| Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat
Publikasi, Renja, RKA, DPA, RKA-P, Jabatan yang setara Perangkat Daerah
DPPA, ROPK, Statistik )
c. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Sekretariat
Program Kegiatan SKPD ( Laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah
monitoring dan evaluasi pelaksanaan
program dankegiatan SKPD )
11. Peta Hutan, Peta batas kawasan hutan , Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Planologi

Tanaman AB, Lahan Kritis, DLL

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

dan Produksi
Hutan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

12. Perhutanan sosialmeliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Planologi
hutankemasyarakatan, Hutan Tanaman Jabatan yang setara Perangkat Daerah dan Produksi
Rakyat, dan Hutan Rakyat, Penyuluh Hutan
Kehutanan, Swadaya Masyarakat,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan
penyuluhan kehutanan

13. Penatausahaan Produksi Hasil Hutan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Bidang Planologi
meliputi :hasil hutan kayu, hasil hutan Jabatan yang setara mengganggu kinerja dan Produksi
bukan kayu, industri hasil hutan primer, Perangkat Daerah Hutan
perdaran hasil hutan, Perijinan dan
sertifikat,

14. Rehabilitasi Hutan dan Lahan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Bidang
meliputi Usaha Ekonomi  Produktif, Jabatan yang setara mengganggu kinerja Rehabilitasi dan
Gully Plug, Hutan Rakyat, Pembangunan Perangkat Daerah Konservasi
Kantor, Rehab Sarpras

15. Pengelolaan Daerah Aliran Sungai |/ | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Bidang
dasmeliputi :Perencanan, Pembangunan, Jabatan yang setara mengganggu kinerja Rehabilitasi dan
Pemeliharaan dan monev, telaga desa, Perangkat Daerah Konservasi
DAS Prioritas

16. Tutupan Vegetasimeliputi : vegetasi dan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Bidang
lahan terkonservasi, kerusakan hutan, Jabatan yang setara mengganggu kinerja Rehabilitasi dan
Wana desa, dokumen perencanaan Perangkat Daerah Konservasi
pengembangan / penanaman vegetasi

17. Konservasi Sumberdaya Hutan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
meliputi Identifikasi kehati, Rehabilitasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Rehabilitasi dan
dan restorasi kawasan ekosistem esensial Konservasi

dan lahan pantai, mangrove,




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
pendampingan dan pembinaan
masyarakat, kawasan suaka alam dan
kawasan pelestarian alam, pengelolaan
mata air, kawasan penyangga

18. Pengamanan Hutan meliputi: Pembinaan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
dan pendampingan masyarakat, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Rehabilitasi dan
Pembinaan dan peningkatan kapasitas Konservasi
SDM  pengamanan hutan, bimtek,
kebakaran hutan, apel siaga, masyarakat
peduli api, gangguan keamanan hutan

19. Kendaraan dinasmeliputi STNK, BPKB, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Taman
Pajak kendaraan, BBM dan pelumas, Jabatan yang setara mengganggu kinerja Hutan Raya
service; penggantian suku cadang Perangkat Daerah Bunder

20. Kepegawaian meliputi : PAK, HAPAK, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Taman
jurnal, nominatif, laporan bulanan, Jabatan yang setara mengganggu kinerja Hutan Raya
laporan pembinaan, SPT, PLH, SPMT, File Perangkat Daerah Bunder
perseorangan,pensiun,pernikahan/percer
aian,pemeriksaan/ Pengawasan , keaikan
gaji, pakta integritas, pegawai
kontrak/non PNS, formasi,

21. Pengelolaan barang/aset meliputi daftar | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Taman
aset, laporan aset, sensus barang, register Jabatan yang setara mengganggu kinerja Hutan Raya
aset, BMN, BMD, rekonsiliasi Perangkat Daerah Bunder

22. Pengelolaan keuangan meliputi laporan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Taman
pendapatan, retribusi, laporan gaji, Jabatan yang setara mengganggu kinerja Hutan Raya
laporan keuangan bulanan, laporan Perangkat Daerah Bunder

triwulanan, laporan semester, laporan
tahunan, honorarium, pajak, pph, PPN.




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

23.

Taman Hutan Raya meliputi
operasional teknis pengelolaan tahura (
satwa, Pemantauan dan pemeliharaan
batas dalam dan luar, pengadaan bibit/
induk tanaman );

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Balai Taman
Hutan Raya
Bunder

24.

Pengembangan pelayanan pemanfaatan
tahura ( sosialisasi, promosi dan
publikasi, Pengarahan dan pendampingan
peran serta masyarakat dalam
pengelolaan Tahura,Pengadaan sarana
prasarana, Pemeliharaan jalan wisata.
Camping ground playground,

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Balai Taman
Hutan Raya
Bunder

25.

Pengembangan  Perbenihan Tanaman
Kehutanan

Bibit Kayu Putih, Jati, Sengon, Stek jati,
Munggur, Nangka, Sirsat, mahoni
sertifikat sumber benih, laporan
pemeliharaan sumber benih,
Laporan mutasi bibit tanaman , proposal

bantuan bibit, pengantar bantuan bibit

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Memiliki dampak yang
mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Balai Taman
Hutan Raya
Bunder

26.

Sertifikasi dan PengawasanPeredaran
Benih /Bibit/Tanaman Kehutanan
meliputi Penilaian  kelayakan
bibit/benih /sumber benih, standar mutu,
Pengawasanperedaran bibit/benih
tanaman kehutanan, Pembinaan,
pengawalan dan pemeliharaaan sumber
benih tanaman kehutanan profil tahura

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Balai Perbenihan
Kehutanan

27.

Kepegawaian meliputi PAK, HAPAK,
jurnal, nominatif, laporan bulanan,
laporan pembinaan, SPT, PLH, SPMT, File

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Memiliki dampak yang
mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Balai Kesatuan
Pengelolaan
Hutan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
perseorangan, pensiun,
pernikahan/perceraian , pemeriksaan/
Pengawasan , keaikan gaji, pakta
integritas, pegawai kontrak/non PNS,
formasi,

28. Pengelolaan barang / aset meliputi daftar | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Kesatuan
aset, laporan aset, sensus barang, register Jabatan yang setara mengganggu kinerja Pengelolaan
aset, BMN, BMD, rekonsiliasi Perangkat Daerah Hutan

29. Pengelolaan keuanganmeliputi laporan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Kesatuan
pendapatan, laporan gaji, laporan Jabatan yang setara mengganggu kinerja Pengelolaan
keuangan bulanan, laporan triwulanan, Perangkat Daerah Hutan
laporan semester, laporan tahunan,
honorarium, pajak, pph, PPN.

30. Kendaraan dinas | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Kesatuan
meliputi STNK, BPKB, Pajak kendaraan, Jabatan yang setara mengganggu kinerja Pengelolaan
BBM dan pelumas, service; penggantian Perangkat Daerah Hutan
suku cadang

31. Rehabilitasi dan Pemanfaatan Sumber | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Kesatuan
Daya Hutan meliputi : Produk Hasil Jabatan yang setara mengganggu kinerja Pengelolaan
Hutan,penjualan hasil hutan Rehabilitasi Perangkat Daerah Hutan
Kawasan Hutan Lindung,Tanaman Kayu
Putih Baru,Pengadaan boiler dan hoist
crane, . Pemeliharaan Jalan Produksi
Pemeliharaan Mesin Pabrik Pengolahan
Minyak Kayu Putih, sewa tempat, wisma
erlangga, retribusi, hutan lindung
mangunan, kayu jati, kayu bulat,

32. Perencanaan Pengelolaan Sumber daya | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Kesatuan

hutan meliputi : Kendalipetak, Rencana
teknik tahunan ( RTT ), Rencana
pengelolaan hutan jangka pendek, Data

Jabatan yang setara

mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Pengelolaan
Hutan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Kelompok tani hutan, pemeliharaan
sarpras
33. Perlindungan hutan meliputi pencegahan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Kesatuan
dan penanggulangan gangguan hutan Jabatan yang setara mengganggu kinerja Pengelolaan
(pencurian, kebakaran hutan, dan Perangkat Daerah Hutan
bencana alam) dan Laporan Kerusakan
Hutan
34. | 660 | Pencemaran Air, Udara dan Tanah Bidang
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan
Lingkungan
Hidup
a. Gerakan bersih sungai, Pembinaan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja
sumber pencemar air sungai , Jabatan yang setara Perangkat Daerah
Pembinaan sumber pencemaran udara
b. Pemantauan dan evaluasi Kualitas Air, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang
Pemantauan Kualitas Udara, Data data Jabatan yang setara mengganggu kinerja
kualitas air sungai, air tanah, air laut, Perangkat Daerah
air limbah. Data Kualitas Udara
Ambien, Data hasil pemantauan
kualitas udara dari usaha / kegiatan
Jnventarisasi Gas Rumah Kaca
35. Sampah dan Limbah b3meliputi : Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Pengelolaan sampah mandiri, Pengelolaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengendalian
limbah B3, Kajian Inventarisasi timbulan Pencemaran dan
limbah, Bersih pantai, Bank sampabh, Kerusakan
gropyok sampah Lingkungan
Hidup
36. Kajian Lingkungan Hidup Strategis, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Penilaian/ Pemeriksaan Dokumen Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengendalian




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

Lingkungan, KPLHD, Penetapan dan Pencemaran dan
Perhitungan IKLH Tahunan, Rekomendasi Kerusakan
dan ijin lingkungan, Bimtek penyusunan Lingkungan
laporan lingkungan, amdal Hidup

37. Pembinaan dan PengawasanKinerja | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang
Penilaian/ Pemeriksa Dokumen Jabatan yang setara mengganggu kinerja
Lingkungan Perangkat Daerah

38. [jin usaha/kegiatan, Penilaian Kinerja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Penataan
Perusahaan Terhadap Ketaatan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengkajian dan
Pengelolaan Pengembangan
lingkungan,pencemaran /kerusakan Kapasitas
lingkungan hidup, ekspose hasil Lingkungan
Pengawasan , Bimtek Pengawasan |,
Bimtek penegakan hukum, Workshop
penyusunan regulasi, Penyelesaian kasus
lingkungan

39. Penegakan hukum terhadap pengaduan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang
kasus pencemaran / kerusakan Jabatan yang setara mengganggu kinerja
lingkungan Perangkat Daerah

40. Peningkatan Kapasitas Pengelolaan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak memiliki dampak Bidang Penataan

Penghargaan Lingkungan Hidup
meliputi:Diklat dan penyuluhan untuk
SDM dan Kelembagaan, hari sampah,
hari Lingkungan Hidup, dan hari Cinta
Puspa dan satwa Nasional, Adipura,
Adiwiyata, Proklim, Kalpataru, Pembinaan
Sekolah Adiwiyata, Pengadaaan Pohon/
Pohon Langka/ Penghijauan.

Jabatan yang setara

Pengkajian dan
Pengembangan
Kapasitas
Lingkungan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
41. SPPD, Laporan Keuangan SK, Peraturan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja |Balai Laboratorium
Arsip kepegawaian, Laporan Gaji. Jabatan yang setara Perangkat Daerah
42. Akreditasi laboratorium, Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja [Balai Laboratorium
Pengolahan limbah laboratorium, uji Jabatan yang setara Perangkat Daerah
profisiensi, assesment, sueveilen, label
sampah, label larutan, inhouse training,
kaji ulang manajemen, pengadaan dan
pemeliharaan alat-alat laboratorium,
audit internal.
43. Lembar Hasil Uji ( LHU ) lembar hasil Uji | Rahasia Eselon I Memiliki dampak yang Balai Laboratorium
Sementara (LHUS ) Formulir ISO, Hasil mengganggu kinerja
Audit Internal / Eksternal Perangkat Daerah
pengadaan sarana lab, Pemeliharaan
sarana lab
44, Prasarana Penanganan Sampah Regional | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang Balai Pengelolaan
meliputi : Operasi dan pemeliharaan Jabatan yang setara mengganggu Kinerja Sampah
Sanitary Landfill, Operasi dan Perangkat Daerah
Pemeliharaan Kolam Air Lindi dan
Lingkungan TPA, Operasi dan

Pemeliharaan Jalan Kawasan TPA,
Operasi dan Pemeliharaan Mekanikal
Elektrik, Operasi dan Pemeliharaan
Jembatan Timbang, Operasi dan
Pemeliharan TPST, Pengadaan Tenaga
Kerja Operasional TPA, Kompensasi
Lingkungan sekitar TPA, pemeriksaan
kesehatan dan BKK kepada Desa,
Pengadaan Perlengkapan, Kontrak /
Surat perjanjian




10. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
1. 527 | Berkas Usulan Rencana/Program kerja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
seksi Pengolahan Hasil Perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
2. 527 | Berkas penyusunan standar mutu dan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
pengujian mutu hasil perikanan meliputi: Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
a.Dokumen standar mutu Pemasaran Hasil
perikanan. Perikanan
b. Dokumen Panduan Mutu
3. 527 | Berkas pendataan jumlah pelaku usaha | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
kelautan dan = perikanan  terutama Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
pengolah dan pemasar hasil perikanan Pemasaran Hasil
meliputi: Perikanan
a. Data pengolah dan pemasar hasil
perikanan di wilayah Daerah Istimewa
Yogyakarta
b. Data jenis-jenis olahan yang ada di
Daerah Istimewa Yogyakarta
4. 527 | Berkas Pembinaan kelembagaan pelaku | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
usaha Kelautan dan Perikanan meliputi: Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Dokumen kelembagaan pengolah dan Pemasaran Hasil
pemasar yaitu pemula dan Madya. Perikanan
5. 527 | Berkas pengujian mutu hasil perikanan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
meliputi: Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan

b. Sertifikat Kesehatan lkan

a. Laporan Hasil Uji (LHU), seperti, Uji
Organoleptik, Mikrobiologi dan Kimia

Pemasaran Hasil
Perikanan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
6. Berkas Pembinaan ke Unit Pengolahan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Ikan (UPI) dan pengadaan sarana Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
pengolahan dan pemasaran hasil Pemasaran Hasil
perikanan meliputi: Perikanan
a. Dokumen data Unit Pengolahan Ikan
(UPI) dan pemasar di Daerah Istimewa
Yogyakarta
b. Dokumen pengadaan barang/kontrak
7. 527 | Berkas Pengadaan sarana dan prasarana | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan bahan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
reagensia laboratorium untuk pengujian Pemasaran Hasil
meliputi: Dokumen pengadaan barang Perikanan
Unit Pengolahan Ikan (UPI) dan dokumen
pengadaan bahan reagensia laboratorium
8. 527 | Berkas  Bimbingan = teknis (Bintek) | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
perijinan  usaha  pengolahan  hasil Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
perikanan meliputi: Dokumen Pemasaran Hasil
rekomendasi teknis bagi pengolah dan Perikanan
Unit Pengolahan Ikan (UPI)
o. 527 | Berkas Sosialisasi kegiatan kemitraan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
investasi dan permodalan usaha Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
pengolahan hasil perikanan meliputi: Pemasaran Hasil
Dokumen laporan hasil kegiatan Perikanan
kemitraan, investasi dan permodalan
usaha hasil perikanan
10. 527 | Berkas Singkronisasi internal hasil | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
kegiatan seksi pengolahan meliputi: Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan

Laporan penyerapan anggaran kegiatan di
seksi pengolahan perbulan

Pemasaran Hasil
Perikanan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
11. 527 | Berkas Disposisi untuk melaksanakan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
tugas dari atasan meliputi: Surat Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
disposisi dan laporan hasil kegiatan Pemasaran Hasil
disposisi Perikanan
12. 527 | Berkas Usulan Rencana/Program kerja | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
seksi Pemasaran Hasil Perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
13. 527 |a) Berkas wusulan kebijakan Teknis | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Pemasaran Hasil Perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
b) Petunjuk Teknis Pemasaran Hasil | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
14. 527 | Berkas Data-data bahan penyusunan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
laporan Pemasaran Hasil Perikanan 4 Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
kabupaten dan kota Pemasaran Hasil
Perikanan
15. 527 | Berkas pembinaan Kelompok Usaha | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Bersama (KUB) Pemasaran Hasil Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Perikanan meliputi:Laporan Pembinaan Pemasaran Hasil
Kelompok Usaha Bersama (KUB) Perikanan
Pemasaran Hasil Perikanan
16. - Dokumen Kontrak (SPK) - | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

Dokumen Hibah

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
17. 527 | Berkas pelaksanaan kegiatan pelatihan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
bimbingan  teknis, dan sarasehan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
meliputi: SK, Undangan Peserta, Pemasaran Hasil
Undangan Narasumber, Laporan Kegiatan Perikanan
18. 527 | a) berkas pelaksanaan Kegiatan Promosi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
(Pameran) Pemasaran Hasil Perikanan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
SK, Laporan Kegiatan Pemasaran Hasil
Perikanan
b) Foto/Video Pelaksanaan Promosi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Pemasaran Hasil Perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
19. 527 | Berkas Bahan Pertimbangan Teknis dan | Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Rekomendasi Perizinan Pemasaran Hasil Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Perikanan meliputi: Pemasaran Hasil
a. Dokumen Teknis, Berkas Kegiatan, SK, Perikanan
foto kegiatan, laporan kegiatan
b. Salinan Dokumen Surat Perizinan
20. 527 | Berkas Kegiatan Fasilitasi Kemitraan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Usaha Pemasaran Hasil Perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
meliputi: Pemasaran Hasil
- SK, foto kegiatan, laporan kegiatan Perikanan
- Buku Profil Potensi Usaha dan Peluang
Investasi Daerah, SK
21. 527 | Draf Usulan Rencana Kerja Anggaran | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang

(RKA) Pengembangan usaha Pemasaran
Hasil Perikanan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
22. 527 | Berkas pelaksanaan kegiatan Monitoring | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
dan evaluasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pengolahan dan
Pemasaran Hasil
Perikanan
23. 527 | Penyusunan Kebutuhan Sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon III/Administrator/ | Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Prasarana Pengembangan Usaha Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
Pemasaran Hasil Perikanan
24. 527 | Usulan Rencana/Program kerja seksi| Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Pengembangan Usaha Perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
Budidaya
25. 527 | a Berkas usulan kebijakan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
pengembangan perikanan budidaya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
b. Petunjuk Teknis pengembangan usaha
perikanan budidaya
26. 527 | Berkas data bahan dalam penyusunan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
laporan statistik Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
27. 527 |a Berkas usulan rekomendasi teknis | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
perizinan perikanan budidaya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
b. Surat rekomendasi teknis perizinan
perikanan budidaya
28. 527 | Berkas koordinasi kemitraan usaha Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
29. 527 |a Berkas pelaksanaan pembinaan Cara | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Pembenihan Ikan yang Baik dan Cara Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya

Budidaya Ikan yang Baik pada
kelompok pembudidaya ikan, UPR dan
pembenih

b. Berkas Audit Cara Pembenihan Ikan
yang Baik dan Cara Budidaya Ikan
yang Baik

c. sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Baik dan Cara Budidaya Ikan yang
Baik
30. 527 | Usulan Rencana Kerja Anggaran (RKA) | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
pengembangan  usaha perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
budidaya
31. 527 | Berkas pelaksanaan kegiatan pelatihan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
bimbingan  teknis, dan  sarasehan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
meliputi:
a) SK, Undangan Peserta, Undangan
Narasumber, Laporan Kegiatan
b) Berkas Pemberian Hibah berupa | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
sarana dan prasarana Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
c) Dokumen Kontrak Pengadaan Hibah Terbatas Eselon IV/Pengawas/ Memiliki dampak yang | Bidang Perikanan
Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Budidaya
Perangkat Daerah
32. 527 | Berkas pelaksanaan kegiatan Monitoring | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
dan evaluasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
33. 527 | Usulan Rencana/Program kerja seksi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Teknis Perikanan Budidaya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
34. 527 | a. Berkas usulan kebijakan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
pengembangan perikanan budidaya Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
b. Petunjuk teknis perikanan budidaya
35. 527 | Data bahan dalam penyusunan laporan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
statistik Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya
36. 527 | Laporan Pelaksanaan Kegiatan survailan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
dan monitoring kesehatan mutu benih Jabatan yang setara Perangkat Daerah Budidaya

dan induk Ikan bimtek CPIB




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

37.

527

a. Berkas pelaksanaan Bimbingan teknis
Cara Pembenihan ikan yang Baik dan
Cara Budidaya Ikan yang Baik

b. Berkas daftar nama obat, bahan kimia,
bahan biologis, dan pakan yang
terdaftar dan direkomendasikan oleh
KKP

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Perikanan
Budidaya

38.

527

Daftar wusulan pra sertifikasi hak atas
tanah pembudidaya ikan (prasehatkan)

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Perikanan
Budidaya

39.

527

Laporan pelaksanaan kegiatan
Sourvailan dan Monitoring pemantauan
kesehatan dan penyakit ikan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Perikanan
Budidaya

40.

527

Laporan Hasil wuji residu antibiotik,
cemaran mikroba dan bahan berbahaya
lainnya serta/ perairan/lingkungan
tempat hidup ikan

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Perikanan
Budidaya

41.

527

Berkas Pelaksanaan Bimbingan Teknis

Cara Pembenihan Ikan yang Baik dan

Cara Budidaya Ikan yang Baik meliputi:

a.SK, Permohonan narasumber, fotokopi
SPJ dll

b.Sertifikat Cara Pembenihan Ikan yang
Baik dan Cara Budidaya Ikan yang
Baik

c. Berkas Pemberian
sarana dan prasarana

d.Dokumen Kontrak Pengadaan Hibah

Hibah  berupa

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Perikanan
Budidaya

42.

527

berkas pelaksanaan kegiatan Monitoring
dan evaluasi

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Perikanan
Budidaya




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
43. 527 | Dokumen usulan program kerja seksi Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Biasa/Terbuka | Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
Pengawasan
44. Dokumen wusulan kebijakan  teknis Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
PengawasanSDKP Biasa/Terbuka |Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
Pengawasan
45. Berkas PengawasanTerpadu SDKP  di | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Laut, di Perairan Umum, dan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
PengawasanMutu Hasil Perikanan Pengawasan
meliputi SK Tim, Laporan  hasil
pelaksanaan kegiatan
PengawasanTerpadu SDKP di Laut, di
Perairan Umum, dan Mutu Hasil
Perikanan, dan foto (CD, album)
46. Kegiatan Pembinaan Pokmaswas, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Implementasi Siswasmas, dan Fasilitasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
Pokmaswas meliputi: Pengawasan
- SK Tim Pembinaan, laporan hasil
pelaksanaan kegiatan Pembinaan
Pokmaswas, dan foto (CD, album)
- SK Tim Implementasi, laporan hasil | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
pelaksanaan kegiatan Implementasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
Pokmaswas, dan foto (CD, album) Pengawasan
47. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Fasilitasi Pokmaswas, dan foto (CD, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
album) Pengawasan
48. Laporan tahunan hasil kegiatan Seksi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,

PengawasanSDKP

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Pesisir dan
Pengawasan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
49. Dokumen Usulan Program Kerja Seksi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Pendayagunaan Laut dan Pesisir Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
Pengawasan
50. Dokumen Usulan Kebijakan Teknis | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
(Juknis Kegiatan) Pendayagunaan Laut Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
dan Pesisir Pengawasan
51. a. Berkas Pelaksanaan Kegiatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Pemberdayaan  Masyarakat  Pesisir Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
(Sosialisasi, Pendampingan, Hibah) Pengawasan
meliputi (SK, Surat Permohonan
Narasumber , Proposa)
b. Dokumen Kontrak (SPK dan Berita | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Kelautan,
Acara) Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Pesisir dan
Perangkat Daerah Pengawasan
52. c. Dokumen Hibah Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Kelautan,
Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Pesisir dan
Perangkat Daerah Pengawasan
53. Berkas Pelaksanaan Kegiatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Penyelenggaraan rehabilitasi dan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
konservasi sumberdaya perairan, pulau- Pengawasan
pulau kecil dan laut meliputi :
a. SK, Surat Permohonan Narasumber
dll, Proposal
b. Dokumen Kontrak (SPK dan Berita | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Memiliki dampak yang | Bidang Kelautan,
Acara) Jabatan yang setara mengganggu kinerja | Pesisir dan

Perangkat Daerah

Pengawasan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

54. Berkas Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Ekonomi Masyarakat Pesisir meliputi: SK, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
Surat Permohonan Narasumber dll, Pengawasan
Proposal

55. Berkas Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Mitigasi Bencana Alam Laut meliputi: SK, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
Surat Permohonan Narasumber dll, Pengawasan
Proposal

56. Berkas Pembinaan dan pengendalian | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Kelautan,

pemanfaatan ruang laut meliputi:

a. SHP Peta RZWP3K

(hanya dapat
diakses OPD

tertentu yang
terkait dgn

Jabatan yang setara

membahayakan Stabilitas
Nasional

Pesisir dan
Pengawasan

kegiatan
penataan
ruang dengan
mengirimkan
surat
permohonan)
b. Dokumen Penyusunan Raperda/ | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Rapergub (SK, Surat, Perda , Pergub) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
Pengawasan
c. Perda Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Pesisir dan
Pengawasan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
57. Rekomendasi Teknis Pemanfaatan Ruang | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Kelautan,
laut (Hanya dapat Jabatan yang setara membahayakan Program | Pesisir dan
diakses oleh Dinas Kelautan dan | Pengawasan
Dinas yang Perikanan DIY
terkait)
58. Berkas Pelaksanaan Kegiatan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
prasarana pengelolaan ruang laut yaitu : Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
a. SK Pengawasan
b. Dokumen Kontrak (Proposal, SPK, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Kelautan,
Berita Acara) Jabatan yang setara membahayakan Program | Pesisir dan
Dinas Kelautan dan | Pengawasan
Perikanan DIY
c. Data Kelompok Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Kelautan,
Jabatan yang setara membahayakan Program | Pesisir dan
Dinas Kelautan dan | Pengawasan
Perikanan DIY
59. Berkas Pelaksanaan Kegiatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
meliputi SK, Surat Permohonan Pengawasan
Narasumber dll
60. Berkas Pelaksanaan Kegiatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,
Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pesisir dan
meliputi SK, Surat Permohonan Pengawasan
Narasumber, Berita Acara, Dokumen
61. Berkas Pelaksanaan Kegiatan Kemah | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Kelautan,

bahari, Bersih Pantai meliputi SK, Surat
Permohonan Narasumber dll

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Pesisir dan
Pengawasan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

62. 527 | Berkas rencana/program Kkerja seksi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
perikanan tangkap Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap

63. Berkas pelaksanaan kegiatan Penyiapan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
fasilitasi kebijakan teknis perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
tangkap meliputi SK, Undangan, peserta,
Surat permohonan narasumber, Foto
kegiatan, Laporan kegiatan

64. Kumpulan data teknis perikanan tangkap | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Data masih dalam proses | Bidang Perikanan
dari kabupaten/kota Jabatan yang setara pengolahan yang belum | Tangkap

dapat di publikasikan

65. Pembinaan pengelolaan dan pemanfaatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
perikanan tangkap meliputi: Laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
pembinaan kelompok

66. Dokumen Hibah, Dokumen Kontrak Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan

Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap

67. Berkas pelaksanaan kegiatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
kesyahbandaran, Pusat Informasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
Pelabuhan Perikanan, dan pengelolaan
sarana dan prasarana perikanan tangkap
meliputi: SK, Undangan, peserta, Surat
permohonan narasumber, Foto kegiatan,
notulen-notulen rapat

68. Berkas pelaksanaan kegiatan Sourvailan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan

dan monitoring pemantauan kegiatan
perikanan tangkap meliputi Foto
Kegiatan, laporan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Tangkap




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
69. Berkas Pengembangan teknologi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
perikanan tangkap meliputi laporan hasil Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
konsultasi, laporan hasil penyampaian
informasi ke Kelompok Usaha Bersama
perikanan tangkap
70. a. Berkas pelaksanaan Sertifikasi Cara | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Penanganan Ikan Baik dan Awak kapal Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
perikanan
b. Sertifikat Cara Penanganan Ikan Baik Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
dan Awak Kapal Perikanan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
71. 527 | Dokumen usulan program kerja seksi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
pengembangan usaha perikanan tangkap Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
72. Berkas Kegiatan Penguatan Kapasitas | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Kelembagaan meliputi: SK, foto kegiatan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
laporan kegiatan
73. Pengelolaan data kelembagaan usaha | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
perikanan tangkap meliputi: Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
a. Data Kelembagaan Kelompok Usaha
Bersama Aktif.
b. Berkas Kegiatan, SK, foto kegiatan, Eselon IV/Pengawas/
laporan kegiatan Jabatan yang setara
74. Berkas Kegiatan Pembinaan dan fasilitasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
usaha perikanan tangkap meliputi: SK, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
foto kegiatan, laporan kegiatan
75. Berkas Kegiatan Apresiasi Pendaftaran | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan

dan Penerbitan Buku Kapal Perikanan
meliputi:

a. SK, foto kegiatan, laporan kegiatan
b.Salinan Dokumen Perijinan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Tangkap




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

76. Berkas Kegiatan Sosialisasi Perijinan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Perikanan Tangkap Sistem OSS (Online Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
Submission Sistem) meliputi SK, foto
kegiatan, laporan kegiatan

77. Berkas Kegiatan Apresiasi Pengembangan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan
Usaha Perikanan Tangkap meliputi: SK, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Tangkap
foto kegiatan, laporan kegiatan

78. Berkas kegiatan Penyusunan kebutuhan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Perikanan

sarana dan prasarana pengembangan dan

kelembagaan usaha perikanan tangkap

meliputi:

a. Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS)
dengan Provinsi Lain

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Tangkap

b. Daftar kebutuhan sarana dan
prasarana pengembangan dan
kelembagaan usaha perikanan tangkap




11. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
1. 560 | Bantuan hibah meliputi : proposal, NPHD, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
Pakta Integritas, BAST, Laporan kelompok Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
penerima , monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan | Penempatan
fungsi Perangkat Daerah Tenaga Kerja,
Perluasan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi
2. 560 | Rekomendasi meliputi : Surat Perintah | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
Rekrut (SPR), Surat Persetujuan Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
Penempatan Antar Kerja Loka (SPP-AKL) , pelaksanaan tugas dan | Penempatan
Rekomendasi Antar Kerja Antar Daerah fungsi Perangkat Daerah Tenaga Kerja,
(AKAD) Perluasan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi
3. 560 | Perluasan kesempatan kerja di luar | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
hubungan kerja ( sektor informal) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pelindungan dan
meliputi Petunjuk Teknis, verifikasi Penempatan
lokasi, verifikasi kelompok, sosialisasi, Tenaga Kerja,
Pelatihan, pendampingan, hasil Perluasan
koordinasi dengan Kabupaten/Kota |, Kesempatan Kerja
dokumen penyerahan hibah, monitoring dan Transmigrasi
dan evaluasi
4. 560 | Perluasan kesempatan kerja di dalam | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Data yang bersifat | Bidang
hubungan kerja (sektor formal) untuk data Jabatan yang setara dan | rekapitulasi Tidak | Pelindungan dan
Sosialisasi, Orientasi Pra Pemberangkatan | rekapitulasi Eselon III/Administrator/ | mengganggu kinerja | Penempatan
(OPP), Pembekalan PMI, Job Fair, Anjab | dan Terbatas Jabatan yang setara Perangkat Daerah yang | Tenaga Kerja,
pencari kerja, Layanan Terpadu Satu Atap | untuk data by dapat mengganggu kinerja | Perluasan
(LTSA), Satgas PMI  unprosedural, | name by dinas tetapi data yang | Kesempatan Kerja




Klasifikasi

Kerja, Perluasan
Kesempatan Kerja
Transmigrasi (OPD)

dan

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
pemantauan dan pembinaan perusahaan | address bersifat by name by | dan Transmigrasi
pengguna Tenaga kerja disabilitas, address dapat
pemantauan perusahaan pengguna TKA, menimbulkan keresahan,
Informasi Pasar Kerja (IPK), Pemantauan ketidakamanan bagi
Lembaga Penempatan masyarakat dan
perusahaan
5. 560 | Data-data perluasan kesempatan kerja di | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Data yang bersifat | Bidang
dalam dan di luar hubungan kerja | untuk data Jabatan yang setara dan | rekapitulasi Tidak | Pelindungan dan
meliputi data IPK, data perusahaan | rekapitulasi Eselon III/Administrator/ | mengganggu kinerja | Penempatan
pengguna Penca, data perusahaan | dan Terbatas Jabatan yang setara Perangkat Daerah yang | Tenaga Kerja,
pengguna TKA, data penempatan TKA, | untuk data by dapat mengganggu kinerja | Perluasan
data penempatan job fair, data lowongan | name by dinas tetapi data yang | Kesempatan Kerja
kerja, data Lembaga Penempatan, data | address bersifat by name by | dan Transmigrasi
PMI bermasalah address dapat
menimbulkan keresahan,
ketidakamanan bagi
masyarakat dan
perusahaan
6. 560 | Pendayagunaan tenaga kerja khusus | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Memiliki dampak yang | Bidang
(wanita, muda, lansia dan disabilitas) Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
pelakasanan tugas dan | Penempatan
fungsi Bidang Pelindungan | Tenaga Kerja,
dan Penempatan Tenaga | Perluasan

Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
7. 560 | Pantauan di bidang tenaga kerja meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Memiliki dampak yang | Bidang
: Dana rangsangan bagi kelompok kerja Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
pelakasanan tugas dan | Penempatan
fungsi Bidang Pelindungan | Tenaga Kerja,
dan Penempatan Tenaga | Perluasan
Kerja, Perluasan | Kesempatan Kerja
Kesempatan Kerja dan | dan Transmigrasi
Transmigrasi (OPD)
8. 562 | Penempatan tenaga kerja Meliputi Antar | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Kerja Antar Daerah, Antar Kerja Lokal, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pelindungan dan
Bursa Kerja, Bursa Kerja Khusus, Penempatan
Informasi Pasar Kerja, perluasan kerja, Tenaga Kerja,
padat karya Perluasan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi
o. 564 | Tenaga Kerja Sukarela Meliputi Tenaga | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Kerja Muda Profesional, Tenaga Kerja Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pelindungan dan
Mandiri Terdidik, Tenaga Kerja Mandiri Penempatan
Sektor Informal, Tenaga Kerja Usaha Tenaga Kerja,
Mandiri Sektor Informal, Waralaba, Perluasan
Grameen Bank, Teknologi Tepat Guna, Kesempatan Kerja
Wira Usaha Baru, Perluasan Kerja Sistem dan Transmigrasi
Padat Karya
10. 569 | Tenaga Kerja Asing Meliputi Rekomendasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Visa, Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pelindungan dan
Asing, [jin Menggunakan Tenaga Kerja Penempatan

Asing, Rekomendasi Ijin Tinggal, Tenaga

Tenaga Kerja,




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Kerja Sukarela Luar Negeri, Laporan Perluasan
Keberadaan Tenaga Kerja Asing, Dana Kesempatan Kerja
Pengembangan Keahlian dan Ketrampilan dan Transmigrasi
11. 595 | Ketransmigrasian Meliputi Meliputi | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
Kerjasama Antar Daerah Bidang Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
Transmigrasi, Forum Komunikasi, pelaksanaan tugas dan | Penempatan
Informasi dan Edukasi, Seleksi dan fungsi instansi Tenaga Kerja,
Perpindahan Transmigran (Meliputi Perluasan
Pendaftaran dan Seleksi Transmigran, Kesempatan Kerja
Surat Pemberitahuan Pemberangkatan, dan Transmigrasi
Pelayanan Pemakaman, Pengawalan
Transmigran, Pengangkutan
Transmigran), Kesehatan dan Pembekalan
Transmigran (Meliputi Pelayanan
Kesehatan Transmigran, Pelayanan
Bintal, Pembekalan Transmigran,
Pelatihan Transmigran), Fasilitasi
Pemukiman Transmigran (Meliputi Publik
dan Mediasi Lintas Daerah, Peningkatan
Partisipasi Masyarakat, Fasilitas
Penyuluhan Transmigran, Perencanaan
Kawasan Pemukiman Transmigran Lokal,
Pembinaan dan Pemberdayaan
Masyarakat Transmigran)
12. 595 | Perencanaan dan program transmigrasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Memiliki dampak yang | Bidang
meliputi Program penempatan Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
transmigrasi, pembinaan, penyuluhan, pelakasanan tugas dan | Penempatan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
pengembalian dan pengembangan fungsi Bidang Pelindungan | Tenaga Kerja,
dan Penempatan Tenaga | Perluasan
Kerja, Perluasan | Kesempatan Kerja
Kesempatan Kerja dan | dan Transmigrasi
Transmigrasi (OPD)

13. 595 | Seleksi calon transmigran meliputi Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
persyaratan, daftar calon, pendaftaran Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
dan seleksi, daftar calon diterima pelaksanaan tugas dan | Penempatan

fungsi Perangkat Daerah | Tenaga Kerja,
serta menimbulkan | Perluasan
ketidaknyamanan bagi | Kesempatan Kerja
calon transmigran dan Transmigrasi

14. 595 | Pemberangkatan dan perpindahan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Data  kecelakaan  dan | Bidang
transmigran meliputi pemeriksaan | kecuali data Jabatan yang setara dan | musibah Memiliki dampak | Pelindungan dan
kesehatan, penampungan, angkutan, | kecelakaan dan | Eselon IlI/Administrator/ | yang dapat mengganggu | Penempatan
pengawalan dan laporan mengenai | musibah Jabatan yang setara pelaksanaan tugas dan | Tenaga Kerja,
pelaksanaan transmigrasi termasuk | bersifat fungsi Perangkat Daerah | Perluasan
kecelakaan, musibah yang dialami | Terbatas serta menimbulkan | Kesempatan Kerja
transmigran dan perbekalan ketidaknyamanan bagi | dan Transmigrasi

masyarakat

15. 595 | Latihan dan pendidikan calon | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
transmigran meliputi : pembinaan mental, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pelindungan dan
pelatihan Penempatan

Tenaga Kerja,
Perluasan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi

16. 595 | Bantuan untuk transmigran meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Obat-obatan, alat- alat olahraga, alat Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pelindungan dan
pertanian Penempatan

Tenaga Kerja,




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Perluasan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi
17. 595 | Kasus-kasus transmigrasi dan perolehan | Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang | Bidang
lahan meliputi: penipuan, lahan tumpang dapat mengganggu | Pelindungan dan
tindih, transmigran meninggalkan lokasi, pelaksanaan tugas dan | Penempatan
hak transmigran tidak diberikan fungsi instansi Tenaga Kerja,
Perluasan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi
18. 595 | Penentuan lokasi dan pengurusan status | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
tanah transmigran meliputi : penyiapan Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
permukiman, dan pengurusan tanah pelaksanaan tugas dan | Penempatan
fungsi instansi Tenaga Kerja,
Perluasan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi
19. 595 | Pemberdayaan dan pengembangan daerah
transmigrasi meliputi :
595 | KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi) | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pelindungan dan
Penempatan
Tenaga Kerja,
Perluasan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi
595 | KSAD ( Kerjasama Antar Daerah) Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pelindungan dan
pelaksanaan tugas dan | Penempatan

fungsi instansi

Tenaga Kerja,
Perluasan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi
595 | Penyelenggaraan transmigrasi meliputi : | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
sosialisasi, fasilitasi Kerja Sama Antar Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pelindungan dan
Daerah (KSAD), proses seleksi calon Penempatan
transmigran, pelatihan catrans, Tenaga Kerja,
pemeriksaan kesehatan catrans, Perluasan
penempatan catrans ke daerah tujuan, Kesempatan Kerja
pembinaan transmigrasi lokal dan Transmigrasi
595 | Data transmigrasi meliputi : data animo | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Data yang bersifat | Bidang
dan pendaftar catrans, data Alokasi|untuk data Jabatan yang setara dan | rekapitulasi Tidak | Pelindungan dan
program penempatan skala provinsi dan | rekapitulasi Eselon III/Administrator/ | mengganggu kinerja | Penempatan
Kabupaten/Kota , data penempatan | dan Terbatas Jabatan yang setara Perangkat Daerah yang | Tenaga Kerja,
catrans, untuk data by dapat mengganggu kinerja | Perluasan
name by dinas tetapi data yang | Kesempatan Kerja
address bersifat by name by | dan Transmigrasi
address dapat
menimbulkan keresahan,
ketidakamanan bagi
masyarakat
595 | Pendataan transmigrasi meliputi : data P6 | Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang| Bidang
calon transmigran yang sudah dapat mengganggu | Pelindungan dan
ditempatkan, data permasalahan pelaksanaan tugas dan | Penempatan
transmigran di daerah tujuan fungsi Perangkat Daerah | Tenaga Kerja,
dan dapat berdampak | Perluasan

disharmoni di masyarkat
serta antar Pemda daerah
asal dan daerah tujuan

Kesempatan Kerja
dan Transmigrasi




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
595 | Rekomendasi meliputi : Rekomendasi ijin | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
Sending Organisation (SO), surat Jabatan yang setara dapat mengganggu | Pembinaan,
permohonan penerbitan paspor untuk pelaksanaan tugas dan | Pelatihan,
magang fungsi Perangkat Daerah Standarisasi dan
Pemagangan
20. 560 | Pemagangan meliputi :
560 | a. Pemagangan Dalam Negeri : sosialisasi, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
rekrutmen, Kkerjasama dg stakeholder Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan,
(FKJP, KADIN, Perusahaan, Kemenaker), Pelatihan,
monitoring dan evaluasi Standarisasi dan
Pemagangan
560 | b. Pemagangan Luar Negeri: sosialisasi, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
seleksi, kerjasama dg stakeholder (Suruga | kecuali untuk | Jabatan yang setara dan | Perangkat Daerah tetapi | Pembinaan,
Miyagawa, Kemenaker, SO), monitoring | hasil seleksi by | Eselon III/Administrator/ | hasil seleksi by name by | Pelatihan,
dan evaluasi name by Jabatan yang setara address dapat membuat | Standarisasi dan
address peserta lulus seleksi | Pemagangan
bersifat menjadi tidak aman
Terbatas
21. 560 | Pembinaan Lembaga Pelatihan dan
Standarisasi kompetensi :
a. Pembinaan lembaga pelatihan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
sosialisasi, Bimtek assesor, Bimtek Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan,
pengelola lembaga pelatihan, Akreditasi, Pelatihan,
koordinasi dengan stakeholders (Lembaga Standarisasi dan
Pelatihan Kerja, Komite Akreditasi, Pemagangan

Lembaga Akreditasi),
evaluasi

monitoring dan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
b. Standarisasi Kompetensi : sosialisasi, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
sertifikasi uji kompetensi, kerjasama Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan,
dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pelatihan,
koordinasi dengan Badan Nasional Standarisasi dan
Sertifikasi Profesi (BNSP), monitoring dan Pemagangan
evaluasi
22. 560 | Pemberian penghargaan kepada | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
perusahaan- perusahaan/lembaga/ Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan,
perorangan yang berprestasi di bidang Pelatihan,
produktifitas dan kualitas SDM Standarisasi dan
Pemagangan
23. 560 | Sosialisasi, = Pembinaan, Penyuluhan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Bimbingan Teknik, dan Pemagangan di Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan,
bidang tenaga kerja Pelatihan,
Standarisasi dan
Pemagangan
24. 560 | Sertifikasi dan akreditasi meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Assesor, tenaga kerja, Lembaga Pelatihan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan,
Kerja (LPK), optimalisasi komite akreditasi Pelatihan,
Standarisasi dan
Pemagangan
25. 560 | Standarisasi ketenagakerjaan meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
tingkat umum, pendidikan, jenis kelamin, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan,
dan ketrampilan Pelatihan,

Standarisasi dan
Pemagangan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
26. 563 | Latihan Kerja Meliputi Komisi Pelatihan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
dan Produktivitas, Akreditasi Lembaga, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Pembinaan,
Lembaga  Pelatihan Kerja, Magang, Pelatihan,
Pemagangan Dalam Negeri, Pelatihan Standarisasi dan
Tenaga Kerja, Sertifikasi Pelatihan Tenaga Pemagangan
Kerja
27. 560 | Rekomendasi meliputi : rekomendasi ijin | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Hubungan
operasional penyedia jasa tenaga kerja Jabatan yang setara dapat mengganggu | Industrian dan
pelaksanaan tugas dan | Jaminan Sosial
fungsi Perangkat Daerah | Tenaga Kerja
dan mengganggu iklim
persaingan berusaha
28. 560 | Kasus Hubungan Industrian meliputi Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang | Bidang Hubungan
Kasus Hubungan Industria (HI) yang dapat mengganggu | Industrian dan
dicatatkan, mediasi kasus HI dan pelaksanaan tugas dan | Jaminan Sosial
Penetapan penyelesaian kasus HI fungsi instansi, | Tenaga Kerja
menganggu iklim
persaingan berusaha dan
menganggu kestabilan
kondisi ketenagakrjaan.
29. 560 | Pembinaan Hubungan Industrial Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Hubungan
Sosialisasi, Bimtek Jabatan yang setara Perangkat Daerah Industrian dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
30. 560 | Pemantauan perusahaan rawan HI, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang Hubungan
Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Jabatan yang setara dapat mengganggu | Industrian dan
Kerja Bersama (PKB) pelaksanaan tugas dan |Jaminan Sosial
fungsi instansi, | Tenaga Kerja
menganggu iklim

persaingan berusaha serta




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

menganggu kestabilan
kondisi ketenagakerjaan

31.

560

Industrial
Tripartit,
(Hari

Pembinaan = Hubungan
koordinasi Lembaga
Kesepakatan Tripartit, May Day
Buruh).

Terbatas

Eselon III/Administrator/

Jabatan yang setara

Memiliki dampak yang
dapat mengganggu
pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi,
menganggu iklim
persaingan berusaha dan
mengganggu kestabilan
kondisi ketenagakerjaan

Bidang Hubungan
Industrian dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

32.

560

Pengupahan dan Kesejahteraan pekerja :
hasil survey Kebutuhan Hidup Layak
(KHL), penangguhan UMK, perjanjian
sewa penghuni rusunawa

Terbatas

Eselon III/Administrator/

Jabatan yang setara

Memiliki dampak yang
dapat mengganggu
pelaksanaan tugas dan
fungsi instansi,
menganggu iklim
persaingan berusaha dan
mengganggu kestabilan
kondisi ketenagakerjaan

Bidang Hubungan
Industrian dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja

33.

560

Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga
kerja :

560

Survey KHL, Penetapan UMK dan UMP

Terbatas

Eselon III/Administrator/

Jabatan yang setara

Memiliki
dapat

pelaksanaan
fungsi instansi,
menganggu iklim
persaingan berusaha dan
mengganggu kestabilan
kondisi ketenagakerjaan

dampak yang

mengganggu
tugas dan

Bidang Hubungan
Industrian dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
560 | SK Gubernur tentang UMK/UMP Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Hubungan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Industrian dan
Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
560 | Pengupahan dan Kesejahteraan tenaga | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Hubungan
kerja sosialisasi, Bimtek, pembinaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Industrian dan
penghuni rusunawa,koordinasi Dewan Jaminan Sosial
Pengupahan, Tenaga Kerja
34. 561 | Pengupahan Meliputi Dewan Pengupahan, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Hubungan
Upah Minimum Propinsi, Kebutuhan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Industrial dan
Hidup Layak Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
35. 565 | Perselisihan Perburuhan Meliputi | Rahasia untuk | Eselon II dan Eselon Memiliki dampak yang | Bidang Hubungan
Perselisihan Hubungan Industrial, | proses [II/Administrator/ dapat mengganggu | Industrial dan
Arbitrasi, Mediasi, Konsiliasi penyelesaian Jabatan yang setara pelaksanaan tugas dan |Jaminan Sosial
perselisihan fungsi instansi, | Tenaga Kerja
dan Terbatas menganggu iklim
untuk putusan persaingan berusaha dan
mengganggu kestabilan
kondisi ketenagakerjaan
36. 567 | Pemutusan Hubungan Kerja Meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Hubungan
Keputusan Pemutusan Hubungan Kerja, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Industrial dan
Pengangguran Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
37. 568 | Kesejahteraan Buruh Meliputi Rusunawa, | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Hubungan
Balai Istirahat Pekerja/Karyawan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Industrial dan
Fasilitasi Sarana Buruh, Tunjangan Hari Jaminan Sosial
Raya, Koperasi Karyawan Tenaga Kerja
38. 568 | Pengaduan kesejahteraan  pekerja Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang | Bidang Hubungan
penangguhan UMK, pengaduan THR dapat mengganggu | Industrial dan
pelaksanaan tugas dan | Jaminan Sosial




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
fungsi instansi, | Tenaga Kerja
menganggu iklim
persaingan berusaha dan
mengganggu kestabilan
kondisi ketenagakerjaan
39. 568 | Monitorinng, evaluasi dan pelaporan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Hubungan
perusahaan rawan perselisihan hubungan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Industrial dan
industrial, Jaminan Sosial
Tenaga Kerja
40. 560 | Rekomendasi dan SK terkait | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
PengawasanKetenagakerjaan meliputi Jabatan yang setara dapat mengganggu | PengawasanKeten
Surat Keputusan Kadinas pendirian P2K3 pelaksanaan tugas dan | agakerjaan,
di perusahaan, Rekomendasi penyediaan fungsi Perangkat Daerah | Keselamatan dan
Catering dan Kantin di Perusahaan, dan menganggu iklim | Kesehatan Kerja
Rekomendasi penyelenggaraan Poliklinik, persaingan berusaha bagi
Rekomendasi penyelenggaran  Urinoir, perusahaan
Rekomendasi pendirian dan perpanjangan
PJK3, Berita Acara Pendirian dan
Perpanjangan PJK3, Penetapan potensi
bahaya, Penetapan Kecelakaan Kerja dan
Penyakit Akibat Kerja
41. 560 | PengawasanNorma Kerja dan Norma K3 Rahasia Eselon II Memiliki dampak yang | Bidang
Nota Pemeriksaan, Surat Keterangan dapat mengganggu | PengawasanKeten
Hasil Pemeriksaan dan Pengujian yang pelaksanaan tugas dan | agakerjaan,
dilakukan oleh Eselon IV/Pengawas/ fungsi instansi, | Keselamatan dan
Jabatan yang setara Ketenagakerjaan menganggu iklim | Kesehatan Kerja
Spisialis, gelar perkara Pengawasan |, persaingan berusaha dan

hasil penyidikan PPNS, Penyelesaian
kasus ketenagakerjaan (pengaduan), Data
wajib lapor ketenagakerjaan (data-data
internal perusahaan)

merupakan informasi
private bagi perusahaan
yang dilindungi peraturan
perundangan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
42. 560 | Pendataan Norma Kerja dan Norma K3 | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
tersaji secara data wajib lapor | untuk data Jabatan yang setara dan | Perangkat Daerah untuk | PengawasanKeten
ketenagakerjaan, data pelaksanaan | rekapitulasi II data  rekapitulasi dan | agakerjaan,
Gerakan  Masyarakat Hidup  Sehat | dan Terbatas menganggu iklim | Keselamatan dan
(Germas), data perusahaan Nihil | untuk data by persaingan berusaha dan | Kesehatan Kerja
Kecelakaan Kerja, data SMK3, data P2K3, | name by merupakan informasi
data PJK3, data kepesertaan BPJS, data | address private bagi perusahaan
obyek K3, Pekerja anak yang dilindungi peraturan
perundangan untuk data
by name by address
43. 560 | Pembinaan Norma Kerja dan Norma K3 | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
meliputi Sosialisasi, Bimtek, Jabatan yang setara Perangkat Daerah PengawasanKeten
penghargaan Nihil Kecelakaan Kerja, agakerjaan,
Kerjasama dengan PJK3 (narasumber, Keselamatan dan
Surat Tugas) Kesehatan Kerja
44. 560 | Pantauan di bidang tenaga kerja meliputi | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Bidang
: Peralatan kerja Jabatan yang setara dapat mengganggu | PengawasanKeten
pelaksanaan tugas dan | agakerjaan,
fungsi instansi Keselamatan dan
Kesehatan Kerja
45. 560 | Monitorinng, evaluasi dan pelaporan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
PPA- PKH(Program Pengurangan Pekerja Jabatan yang setara Perangkat Daerah PengawasanKeten
Anak untuk  mendukung  Program agakerjaan,
Keluarga Harapan), Germas, Laporan Keselamatan dan
P2K3 Perusahaan, Laporan Ahli K3 Kesehatan Kerja
Umum Perusahaan, Laporan kecelakaan
kerja, laporan pelaksanaan kegiatan
46. 560 | Bantuan hibah meliputi : proposal, NPHD, | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Balai Latihan
Pakta Integritas, BAST, Laporan kelopok Jabatan yang setara dapat mengganggu | Kerja dan PP
penerima , monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas dan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
fungsi Perangkat Daerah

47. 560 | Pelatihan Mobile Training Unit meliputi : | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Latihan
Petunjuk Teknis, verifikasi kelompok, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kerja dan PP
sosialisasi, Pelatihan, pendampingan,
hasil koordinasi dengan Kabupaten/Kota
, dokumen penyerahan hibah, monitoring
dan evaluasi

48. 560 | Pelatihan bagi pencari kerja meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Latihan
Rekrutmen Peserta, Hasil Seleksi Peserta, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kerja dan PP
Penjadwalan, Pelaksanaan Pembelajaran,
Sertifikat lulusan Peserta , Pemasaran
Lulusan, Data Kios 3 in 1 (daftar peserta
pendaftar),Laporan Akhir Kegiatan,
Dokumentasi,

49. 560 | Promosi dan Pengembangan produktifitas | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Latihan
meliputi Surat pemberitahuan ke Jabatan yang setara Perangkat Daerah Kerja dan PP
Perusahaan, Surat Pengukuran
Produktivitas Perusahaan , Data
Pengukuran Produktivitas ke Perusahaan,
laporan Akhir Kegiatan

50. 560 | Pendataan pelatihan dan pengembangan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak menimbulkan | Balai Latihan
produktivitas meliputi data peserta | untuk Jabatan yang setara dan | dampak yang dapat | Kerja dan PP
pelatihanan, data lulusan pelatihan, data | rekapitulasi 11 mengganggu kinerja

penempatan lulusan pelatihan, data
kelompok peserta Mobile Training Unit
(MTU), Proposal, jadwal pelatihan,
Dokumen Serah Terima Bahan
Percontohan, laporan Akhir Kegiatan

dan Terbatas
untuk by name
by address

Perangkat Daerah untuk
rekapitulasi tetapi data by
name by address dapat
membuat masyarakat
menjadi tidak aman dan
tidak nyaman




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

51. 560 | Laporan Hasil Pengujian lingkungan, | Rahasia Eselon 1II Memiliki dampak yang | Balai Keselamatan
lingkungan kerja dan pemeriksaan dapat mengganggu | dan Kesehatan
kesehatan tenaga kerja pelaksanaan tugas dan | Kerja

fungsi instansi,
menganggu iklim
persaingan berusaha dan
merupakan informasi
private bagi perusahaan
yang dilindungi peraturan
perundangan

52. 560 | Pelatihan Hiperkes dan Keselamatan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Keselamatan
Kerja meliputi rekrutmen peserta, Jabatan yang setara Perangkat Daerah dan Kesehatan
pelatihan, sertifikat pelatihan, daftar Kerja
peserta pelatihan, koordinasi dengan
stakeholders (Kemenaker, Akademi,
perguruan tinggi, BPJS, LPK, SMK)

53. 560 | Pengujian lingkungan kerja dan | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Balai Keselamatan
Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Jabatan yang setara dapat mengganggu | dan Kesehatan
meliputi : surat permohonan, penawaran pelaksanaan tugas dan | Kerja
pengujian, tagihan retribusi fungsi Perangkat Daerah

dan mengganggu iklim
persaingan berusaha
54. 560 | Surat Tugas, SOP Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Balai Keselamatan
Jabatan yang setara Perangkat Daerah dan Kesehatan
Kerja

55. 560 | Dokumen Akreditasi Laboratorium | Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak yang | Balai Keselamatan
meliputi Kaji ulang dokumen dan Jabatan yang setara dapat mengganggu | dan Kesehatan
manajemen, uji banding, pengadaan pelaksanaan tugas dan | Kerja

bahan dan alat, prosedur, rekaman data
hasil laporan, instruksi kerja, manual
mutu, audit internal dan eksternal,

fungsi instansi




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

rekaman data hasil pengujian, daftar
induk dokumen, saran mutu, tindakan
perbaikan, form hasil kajian ulang
permintaan tender dan kontrak,
kebijakan mutu, legalitas dan dokumen
lain yang dipersyaratkan dalam akreditasi
ISO 17025 tahun 2017




12. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL

No | Kode Jenis Arsip Klasifikasi Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

1. 600 | Berkas Peningkatan  Kualitas  PSU | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Kawasan Kumuh meliputi: Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
Permohonan bantuan Penyelenggaraan
PSU permukiman /proposal :
1.Ditolak / belum terpenuhi
2. Diterima

2. 600 | Berkas penyelenggaraan PSU | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Permukiman DIY yang meliputi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
Identifikasi permasalahan perumahan
antara lain hasil survey, kontrak/laporan
akhir perencanaan

3. Berkas penyelenggaraan PSU | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Permukiman DIY yang meliputi : Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
1.Tender/Lelang
2.PenunjukanLangsung
3. Kontrak

4. Berkas penyelenggaraan PSU | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
Permukiman DIY yang meliputi SK TIM, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
Undangan, Daftar hadir, Notulen , SPJ,
laporan kegiatan, gambar perencanaan

5. Berkas penyelenggaraan PSU Permukinan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
DIY yag meliputi Naskah Perjanjian Hibah Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
Daerah (NPHD) dan Berita Acara Serah
Terima (BAST) Laporan Akhir
Pelaksanaan dan Pengawasan

6. 600 | Berkas pengembangan perumahan yang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
meliputi Dokumen proses Pengadaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan

Barang/Jasa
1.Tender/Lelang




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan

2.Penunjukan Langsung
3. Kontrak

7. Berkas pengembangan perumahan yang | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
meliputi SK TIM, Undangan, Daftar hadir, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
Notulen , SPJ

8. Laporan Akhir Kegiatan pengembangan Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
perumahan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan

o. 600 | Berkas penanganan rumah tidak layak | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
huni yang meliputi Permohonan bantuan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
RTLH dan bantuan stimulan dari
masyarakat
a. ditolak / belum terpenuhi
b. Diterima

10. Berkas penanganan rumah tidak layak | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
huni yang meliputi Identifikasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
permasalahan perumahan meliputi hasil
survey, kontrak/laporan akhir
perencanaan

11. Berkas penanganan rumah tidak layak | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
huni yang meliputi Pengadaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
Barang/Jasa :
1.Tender/lelang,
2.Penunjukan Langsung

12. Berkas penanganan rumah tidak layak | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
huni yang meliputi SK TIM, Undangan, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan

Daftar hadir, Notulen , SPJ




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

13. Berkas penanganan rumah tidak layak | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
huni yang meliputi Dokumen Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
Perencanaan dan
PengawasanPenanganan RTLH

14. Berkas penanganan rumah tidak layak | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang
huni yang berupa Laporan Akhir Kegiatan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Perumahan
NPHD dan BAST

15. 614 | Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
prasarana drainase meliputi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Pembangunan Saluran Drainase Drainase

16. 614 | Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
prasarana air baku meliputi drainase Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
operasional Sekretriat Dewan Sumber Drainase
Daya Air DIY

17. Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
prasarana air baku meliputi pelaksanaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
sistem manajemen mutu Drainase

18. Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
prasarana air baku meliputi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Pembangunan Embung Drainase

19. Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
prasarana air baku meliputi Penilaian Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
kelayakan potensi sumber air baku Drainase

20. Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
prasarana air baku meliputi penyusunan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
DED Drainase

21. Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber

prasarana air baku meliputi Penyusunan
DED Long Storage

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Daya Air dan
Drainase




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
22. Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
prasarana air baku meliputi Penyusunan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
FS Embung Drainase
23. Pembangunan Embung Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
24. 611 | Berkas pengembangan sarana dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
prasarana air baku meliputi Peningkatan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Jaringan Irigasi Drainase
Detail Engineering Design Biasa/Terbuka | Eselon IV /Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
25. Penilaian Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
26. Peningkatan Jaringan Irigasi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
27. 611 | Berkas Jaringan pengembangan jaringan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
irigasi (DAK) meliputi Perencanaan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Pengembangan Jaringan Irigasi Drainase
28. Berkas Jaringan pengembangan jaringan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
irigasi  (DAK) meliputi  Rehabilitasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Jaringan Irigasi Drainase
29. Berkas Jaringan pengembangan jaringan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
irigasi (DAK) meliputi Dokumen Laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
E-monitoring Drainase
30. 614 | Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber

Kalibrasi Alat Hidrologi

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Daya Air dan
Drainase




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
31. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Operasi dan Pemeliharaan Pos Hidrologi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
32. Papan Informasi Pos Hidrologi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
33. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Pelaksanaan SIH3 Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
34. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV /Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Kampanye Pengelolaan SDA Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
35. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Pembersihan Intake Bendung Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
36. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Pemeliharaan Berkala Embung/Telaga Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
37. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV /Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Pemeliharaan Rutin Embung/Telaga Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
38. Pengadaan Alat Hidrologi (ARR, AWLR | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Ultrasonic, Clock AWLR AOTT, Pan A) Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
39. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Pengadaan Pos AWLR Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
40. Pengecatan Pos Hidrologi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Daya Air dan
Drainase




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
41. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Pengelolaan Data SDA Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
42. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Pengukuran Penampang AWLR Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
43. Berkas pengelolaan arsip baku meliputi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
Pengadaan Lampu Penerangan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Embung/Solar sell Drainase
44. 611 | Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi Pengamanan dan Pengendalian Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Jaringan Irigasi Drainase
45. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi Koordinasi Tata Pengaturan SDA Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
46. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi OP Pompa DI. Simo Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
47. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi Operasi Jaringan Irigasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
48. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi Operasional Komisi Irigasi DIY Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
dan Operasional Sekretariat Drainase
49. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber

meliputi Pemeliharaan Berkala Jaringan
Irigasi

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Daya Air dan
Drainase




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
50. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi Pemeliharaan Rutin Jaringan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Irigasi Drainase
51. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi Perencanaan Inventarisasi Aset Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Tanah Drainase
52. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi Perencanaan Kalibrasi Bangunan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Ukur Bendung Drainase
53. Berkas pengelolaan jaringan irigasi | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Sumber
meliputi Review PAI dan AKNPI Jabatan yang setara Perangkat Daerah Daya Air dan
Drainase
54. | 620, | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina
630 | jembatan meliputi Dokumen RAB, KAK, Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga
RKA
55. | 620, | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina
630 | jembatan meliputi Dokumen RM1, RM2 Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga
56. | 620, | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina
630 | jembatan meliputi Dokumen hasil survey Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga
jalan dan jembatan
57. | 620, | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina
630 | jembatan meliputi Daftar dan rekapitulasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga
jalan dan jembatan
58. | 620, | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina
630 |jembatan meliputi Dokumen kontrak dan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga
laporan pendukungnya
59. 620 | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina

jembatan meliputi Dokumen
rekomendasi/ pertimbangan teknis

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Marga




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Keamanan Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah

60. | 620, | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina

630 |jembatan meliputi Dokumen laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga
harian, mingguan, bulanan

61. 620 | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina
jembatan meliputi Dokumen surat Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga

62. | 620, | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina

630 | jembatan meliputi Back up/ dokumentasi Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga

63. 600 | Berkas pemeliharaan rutin jalan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Bina
jembatan meliputi Dokumen laporan Jabatan yang setara Perangkat Daerah Marga

64. 657 | Berkas kegiatan pengelolaan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Cipta
pengembangan Sarana dan Prasarana Jabatan yang setara Perangkat Daerah Karya
Sanitasi (Air Limbah)

65. 658 | Berkas kegiatan pengelolaan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Cipta
pengembangan Sarana dan Prasarana Jabatan yang setara Perangkat Daerah Karya
Sanitasi (Persampahan)

66. 690 | Berkas kegiatan pengelolaan dan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Cipta
pengembangan Sistem Penyediaan Air Jabatan yang setara Perangkat Daerah Karya
Minum (SPAM)

67. 766 | Berkaspenyelenggaraan prasarana, | Terbatas / | Eselon II Dapat mengganggu | Bidang Cipta
sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan | Tertutup kepentingan perlindungan | Karya
strategis meliputi berkas hasil kegiatan hak atas kekayaan
pengawas intelektual sesuai dengan

pasal 17 UU nomor 14
tahun 2008
68. Berkas penyelenggaraan prasarana,

sarana, dan utilitas umum (PSU) kawasan
strategis meliputi Dokumen-dokumen :

- UKL-UPL
- Andalalin
- Dokumen Identifikasi

dan Siteplan




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
Aerotropolis
- Dokumen Perencanaan Detil
Infrastruktur Aerotropolis
- Dokumen Perencanaan KSP
- Gambar Struktur bangunan, dll
69. 650 | Berkas pemanfaatan ruang satuan ruang Terbatas Eselon III/Administrator/ | Dapat mengganggu | Bidang Cipta
strategis sumbu filosofi meliputi Berkas Jabatan yang setara kepentingan perlindungan | Karya
hasil kegiatan pengawas hak atas kekayaan
intelektual sesuai dengan
pasal 17 UU nomor 14
tahun 2008
70. 540 | Berkas penyusunan dokumen lingkungan | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Energi dan
untuk kegiatan pertambangan rakyat di Jabatan yang setara Perangkat Daerah Sumber Daya
kabupaten kulon progo, bantul,dan Mineral
gunung kidul meliputi ;
-Dokumenkontrak
-Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan
Penyusunan
Dokumen Lingkungan Hidup
- Dokumen UKL UPL (Usaha Pengelolaan
Lingkungan dan Pemantauan
Lingkungan) Kegiatan Usaha
Pertambangan Rakyat
71. 540 | Berkas kegiatan Penyusunan Rencana | Biasa/Terbuka | Eselon IV/Pengawas/ Tidak mengganggu kinerja | Bidang Energi dan

Reklamasi dan Rencana Pascatambang
untuk Kegiatan Pertambangan Rakyat di
Kabupaten Kulon Progo dan Gunungkidul
meliputi ;

- Dokumen Kontrak

- Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan

Jabatan yang setara

Perangkat Daerah

Sumber Daya
Mineral




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

72.

540

Berkas  kegiatan inventarisasi dan
pemetaan area reklamasi yang terkendala
pencairan jaminan reklamasi meliputi ;
-Dokumen Laporan Akhir Pekerjaan
Inventarisasi dan Pemetaan Area
Reklamasi yang terkendala Pencairan
Jaminan Reklamasi

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Energi dan
Sumber Daya
Mineral

73.

540

Berkas kegiatan udating penetapan harga

patokan mineral dan batuan di DIY

meliputi :

- Dokumen SPK/Kontrak

- Surat Hasil survey harga penjualan
mineral bukan 1 logam dan batuan

- Berita Acara Hasil penentuan Harga
Jual Mineral Bukan Logam dan Batuan

- SK Gubernur tentang Penetapan Harga
Patokan Penjualan Mineral Bukan
Logam dan Batuan di DIY

- Laporan Akhir Updating Penetapan
Harga Patokan

Mineral dan Batuan di DIY

Biasa/Terbuka

Eselon IV/Pengawas/
Jabatan yang setara

Tidak mengganggu kinerja
Perangkat Daerah

Bidang Energi dan
Sumber Daya
Mineral

74.

540

Berkas kegiatan analisa dan evaluasi
terhadap permohonan kesesuaian wilayah
izin usaha pertambangan (WIUP) terhadap
sistem informasi pertambangan
terintegritasi nasional meliputi;

- Berkas permohonan WIUP beserta
lampirannya

- Berita Acara Evaluasi Kesesuaian
Permohonan WIUP terhadap Sistem
Informasi Pertambangan Terintegrasi

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

- Memiliki dampak yang
membahayakan bagi
proses penerbitan
rekomendasi

- Menimbulkan
persaingan yang tidak
sehat antar pemohon
WIUP

Bidang Energi dan
Sumber Daya
Mineral




No

Kode

Jenis Arsip

Klasifikasi
Keamanan

Hak Akses

Dasar Pertimbangan

Unit Pengolah

Nasional
- Surat Rekomendasi Teknis WIUP beserta
lampirannya

75.

540

Berkas kegiatan evaluasi dokumen

pelaksanaan eksplorasi yang meliputi

Laporan RKAB Eksplorasi :

- Laporan Eksplorasi

- Laporan Studi Kelayakan

- Laporan Rencana  Reklamasi
Rencana Pascatambang

- Laporan Rencana Pengembangan dan
Pemberdayaan Masyarakat sekitar

- Laporan RKAB (Rencana Kegiatan dan
Anggaran Biaya) Operasi Produksi-
Dokumen Permohonan  Persetujuan
Eksplorasi, Berita Acara Evaluasi Hasil
Pemaparan Dokumen Eksplorasi

- Surat Persetujuan Dokumen Eksplorasi

- Dokumen Eksplorasi

dan

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Memiliki dampak bagi
kinerja Perusahaan
(Menimbulkan Persaingan
yang tidak sehat)

Bidang Energi dan
Sumber Daya
Mineral

76.

540

Berkas kegiatan analisa dan evaluasi
terhadap  permohonan  Izin Usaha
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi
khusus untuk Pengolahan Batuan
meliputi ;
- Berkas
Produksi
Pengolahan Batuan

- Berita Acara Evaluasi Permohonan IUP
Operasi
Produksi
Batuan

pemohonan IUP Operasi

untuk

khusus untuk Pengolahan

Terbatas

Eselon III/Administrator/
Jabatan yang setara

Memiliki dampak
Persaingan yang tidak
sehat bagi Perusahaan

Bidang Energi dan
Sumber Daya
Mineral




Klasifikasi

No | Kode Jenis Arsip Hak Akses Dasar Pertimbangan Unit Pengolah
Keamanan
- Surat Rekomendasi Teknis IUP Operasi
Produksi khusus untuk Pengolahan
Batuan
77. 540 | Berkas kegiatan analisa dan evaluasi Terbatas Eselon III/Administrator/ | Memiliki dampak | Bidang Energi dan
terhadap permohonan Izin Usaha Jasa Jabatan yang setara Persaingan yang tidak | Sumber Daya
Pertambangan (IUJP) meliputi ; sehat Mineral
- Berkas permohonan IUJP  berikut
lampirannya

- Berita Acara Evaluasi Permohonan IUJP
(Iiin Usaha Jasa Pertambangan)

- Surat Rekomendasi IUJP (ljin Usaha
Jasa Pertambangan)

78. 540 |